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BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG

PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 16, Pasal 19, Pasal 24
ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2)
dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 33 Tahun 2010 tentang Bea Peroiehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Poraturan Bupati
Sumbawa tentang Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat |l dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat { Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3988) ;
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang tentang Perbendaharaan Negara (.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43585);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun
2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia (ahuit 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negiia Roepubliic  Indonasia Nomor
4578).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daearah
sebagaimana (elah diubah dongan Poraturan Manter) Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007,

Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonaesia Nomor 15
Tahun 2008 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Dasrah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor
18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
522);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 33 Tahun
2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor
33 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor

573).
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PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
Bupati adalah Bupati Sumbawa.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asat Kabupaten

Sumbawa.
Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB
adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperclehnys hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi
atau badan.

Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,

beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di
bidang pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi lainnya,
lembaga dn bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas
Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa.
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Bendahara Penaerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, manyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada unit kerJa SKPD

Bank atau tempat lain yang di tunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak.

Dokumen terkait perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah dokumen yang
menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan
bangunan, yang bentuknya dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli,surat
hibah, surat waris, dan lain lain yang memiliki kekuatan hukum.

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD
BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan
hak atas tanah dan bangunan darl satu plhak ke pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penéntuan besarnya pajak yang terutang sampal
kegiatan penagihan pajak kepada Waijib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Prosedur pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus
dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan;

prosedur pembayaran BPHTB,

prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB),
prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
prosedur pelaporan BPHTB;

prosedur penagihan; dan

@ =~ o a o T o

prosedur pengurangan.

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan
rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan sekaligus
penghitungan besarnya BPHTB terutang Wajib Pajak.
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Prosedur pembayaran BPHTE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah prosedur pambayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dengan menggunakan SSPD BPHTB.

Prosedur penslitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi yang
dilakukan SKPD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen

pendudukungnya.
Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas [anah dan bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta
ke Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT,

Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah
prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTE dan akta pemindahan hak.
Progsedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB
Kurang Bayar Tambahan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD
Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat
Teguran yang dilakukan olah SKPD.

Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penclakan atas
pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3
Untuk melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2, Satuan
Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi yang meliputi :
a. fungsi pelayanan;
b. fungsi data dan informasi; dan
¢. fungsi pembukuan dan pelaporan.
Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa interaksi
dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam
proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.
Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
pengelolaan basis data terkait obyek pajak.
Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
berupa penyiapan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan
laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
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BAB 1
- PROSEDUR PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 4
Wajib Pajak melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang
mangurus Akla Pamindahan 1lak alas Tanah dan Dangunan sesual paralinan

perundang-undangan.

Pesjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian atas obyek pajak yang haknya
dialihkan.

Pasal § ,
Wajib Pajek menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah

sabagaimana tercantum dalam lampiran | Peraturan Bupati ini,

Bagian Kedua
Pembayaran
Pasal 6

Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
SSPD BPHTB.
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cleh Wajib Pajak
meialui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset
Kabupaten Sumbawa.
Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam
lampiran |l Peraturan Bupati ini,

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pemeriksaan SSPD BPHTB
Pasal 7
Setiap pembayaran BPHTB waijib diteliti oleh petugas penaeliti,
Petugas peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.







e

{4)

(5)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

pemeriksaan lapangan.
Tata cara penelittan SSPD BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran iii Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
Petugas Peneliti wajib melakukan penelitian atas SSPD BPHTB yang disampaikan

oleh Waijib Pajak.

Penelitian yang dilakukan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. tarif dan NPOPTKP harus sesuai dengan yang ditetapkan,

b. adanya kepastian bahwa Wajib Pajak telah membayar PBB dan telah disetor
ke Kas Daerah;

c. pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan basis data pajak yang

dimiliki Pemerintah Daerah; dan
d. dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan, tidak terdapat tunggakan

PBB.
Hasil penelitan SSPD BPHTB ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat

satu tingkat di bawahnya.

- Pasal 9
Petugas Peneliti berwenang meiakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan dasrah.
Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait wajib :
a. Memberikan atau menunjukan dokumen yang berhubungan'dengan objek

pajak; dan

b, memberikan keterangan lain yang diperlukan.
Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan laporan Wajib Pajak dengan
basis data pajak yang dimiliki Pemerintah Daerah, sehingga nantinya dapat
diterbitkan SKPDKB, SKDLB dan SKPDN.
Apabila ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan
dengan basis data pajak yang dimiliki Pemerintah Daerah, maka dilakukan

pemeriksaan di lapangan.
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Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak
Pasal 10

Wajib Pajak melakukan pendaftaran hak atas tanah dan bangunan dan
pendaftaran pemindahan hak atas tanah dan bangunan kepada Kepala Kantor
Pertanahan. .
Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat metakukan kerjasama dengan Kantor
Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
Tata cara pendaftaran akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 11
Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang data peralihan
hak atas tanah dan bangunan, dan realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian
dari Pendapatan Asli Dasrah (PAD).

Pasal 12
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) menyiapkan laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari bank
dan Bendahara Penerimaan dan PPAT.
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima :
a. laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan;
dan
b. laporan pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari
PPAT.
Laporan penerimaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan
laporan pembuatan Akia Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterima paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.
Tata cara pelaporan akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran \Y;

Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keenam
Penagihan
Pasal 13

Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh
Wajib Pajak.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Keletapan Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB) BPHTB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.

STPD dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuti dengan Surat

Teguran dan Surat Paksa jika diperlukan.
Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan

Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pengurangan dan Keringanan
Pasal 14

Pengurangan dan keringanan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan
kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti. '
Pengurangan dan keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tata cara pengurangan dan keringanan BPHTB adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran VIi Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 15
Kepala Dinas melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,
menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta
memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini,

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.







Agar getiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

pada tanggal 24 AMaiet. 201 .

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195660410 199403 1 094

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal x| Wared 204 - -

BUP UMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR {0
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B.

Lampiran |

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai
dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau
bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak
yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa
kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan, Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen
dan data terkait objek pajak di Kantor Bidang Pertanahan.

PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak
atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini
Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung
terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa.
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan pajak
daerah, yang secara organisasi dapat bekerja sama dengan PPAT
dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung
BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat
menjadi PPAT ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT
bertugas dan berwenang untuk:
- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor

Bidang Pertanahan;

Lampiran | : Prosedur Pengurusan
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- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan; dan

4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa
Merupakan pihak yang mengelola database pertanshan di wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Badan Pertanahan
Nasional menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait
pemeriksaan objek pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan)
menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi
penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedus belah pihak.
Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah,
surat warns, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya
pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini
juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Waijib
Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri
dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan
akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung
yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT
kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada
Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan
objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan data objek
pajak kepada PPAT.

Lampiran | : Prosedur Pengurusan
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Langkeh 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
PPAT kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan
membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika
diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan
melakukan observasi lapangan.

Langkah 5
PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas
tanah danfatau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT
kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

Langkah 6
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan

Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa.

Langkah 7
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data cobjek pajak terpenuhi,

maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi
informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi
yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6
lembar, dengan perincian sebagai berikut;

- Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
- Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
- Lembar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran.
- Lembar 4:

Lampiran | : Prosedur Pengurusan
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Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelltian
SSPD BPHTB.

- Lembar §:
Untuk Bank NTB/ Bendahara Khusus Penerima (BKP) sebagai arsip.

- Lembar &;
Untuk Bank NTB/ Bendahara Khusus Penerima (BKP) sebagai laporan
kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 8
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi

kepada Wajib Pajak.

Langkah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi

dari PPAT.

Lampiran | : Prosedur Pengurusan
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SURAT SETORAN PAIAK DAERAH

( SSPD-BPHTB )

BERFLNGS! SEBAAI SURAT PEMBERITAHUAN DRIEK PAJAK

PAIAK AUMI NAN RANGLINAN (SR Py

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lembar 1

Unluk Wa|lli Fajak

PINDAPATAN KELANGAN DAN ASPT KABUPATFH SUMAAWA

‘A L Nama Wajb Pajak:
2. NPWP,

3. Alamut Walib Fyjak:

4. Keturshan/Desa:

TIAN: Bacaluh patunjuk penglsian pada halaman belakang lembir i terlebih dahuly.

LITTTTTITT

5. AT/RW: 6. Kecamatan:

7. Kwbupster/Kota:

8. Kode Pos:

B. 1, Nomor Objek Pajak (NOP) PEB:

2. Latak tanah dan atau bangunan;
4. 2_Kelurshan/Desa:

(D) (O (I OO OO O 0O

4. AT/RW;

5, Kecamasten:

H. Kabupalen/Kolu:

Penghitungan NIOP PaA;

Urotap : {0 B Itibrdy kot hEaRe i iy {100 Bt AUt API SR Taibhinit fire o

Luas NIOP P8R/ m2

Hutkivyer iMseracieh awiiehiin bk L o

Lt x NMMIE PHN / )

‘ Fanuh { Bu

mi ) L4

m'| o fRp

n

Rp

hoise 7 pnold §

Bangunan

m?[10|Rp

12

fp

18. Nomor

1%, Jenls parolshan hak dtad tenah dan aley hangunen Dj

Sartificat:

NJOP® PDp

1a

ftp

W=

A Marga Digiveah bW pasar [Ilp

]

L Perhitungan BRHTB { Hanya dial bardssarkan parhungan Wajih Pajak )
E; Nllai Perolehan Objek Pajak {NPOP) memperhatikan nilgi pade 8, 13 dan B, 14

-

Rp.

2. Nlial Peroiehan Objek Pajak Tidak Xena Pajak { NPOPTKP )

Ap.

3._Nilia? Perolehan Objek Pefak Kena Pajaic { NPOPKP |

gher 1 - arka 3

Rp.

© 0
L

5K« angha 3

Y viv|Y

Ap,

4. Bua Parolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

I D .lumlah.Setnnnberdmrkan:

& Pénghttunan Wajib Pajak -

b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR [ SKPBD

KURANG BAYAR TAMBAMAN *)
€. Pengurangan dihitung sendiri meradi:

d.

‘Nomor: Tenggal:

ED % berdasarkan Peraturan KGH No:

JUMLAH YANG DISETOR [dengan angka}:

.

—]

perhitungon C.4 tan pidthan of D)

[dengan huruf):

flerdedarkon
L
gl MENGETAMUI DITERIMA CLEH: Telah Diverifikasi:
WAILIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BEPHTS DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
tanggal:...,
Nama langiap dan tands tangan Nama langkap dan tands tangan Nama lengkap dan tanda tangsn Mamy lengiap dan tands tangan
Harvys diisi oleh Mormor Dokumen: llllllLJIlILl'l_llll-’
paruges DPPEAD
NOP PBB baru: I:DE]:IHHIIH[III[IIIID

————




PETUNJUK PENGISISAN SSPD BPHTA

Formulir iod tardid darl 6 jenam) Inenbar,
Wl Paripniivin KatupatanRota; Lambst kegngut diteymanuogsl P

lumbar pariama divesin e Wajlb Palak (WP ul}linl babt( plmbnnrnn.; nmbae keua ditarima PPAT, lambar katiga ditarinip Kspain Kantor
ety rielalul Wil Pajgk (W) Lambat Rosbzheg iauinng g yag sk, e Tontlv hagrany dlialing

Sandahars Penarima .
Jeilah SSRD BPHTB Il dangen burul cetak kepltal atwy diketik ’ '

Hunahan 3atu SSPD BPHTE untuk astlap setoran dan satiap Jas peralehian ki ata 1y danfatay Langunan.

Formude inl dapat juga digunakan untuk p by atas suaty pambetuian atau pquunckapm ketidakbenaran penghitungan We.

CARA PENGISIAN:
Dinas Pandapatan Dasrah, diisl dengan Dinas Pendapatan Dacrah yang wilayah kerjanya meliput) tetak anah dan stau bangunan
i A Piah dongan datn wWe
Angkn 1 o0 anghs B Cukup Jelas
LT ] PhbE g ol a s Juiie P cilimliars foih dboin Tirals e abmo Bl pgiaen b "
Anghs 1 Ol dangan Nemor Olijak Pajak (NPT yaog Ters st dalam SPR1 TG b 1wty L b Lo i b gk
Arighs T .46 Odu dongan btk Nttt fan /b ELrs gt ity g, Doyt ulehi )
angha 70 13 marupakan gl urtuk mangliitung M DI atas iaoah A atgunan yaig haknya dipatuieh I
pada kolom angka 9 dan 10 sgar dissbutkan Tahun S5PPT PBB angha 9 dan 10 saat terjadings perolehan
Oslam hal KIOP PEB belum ditetaphanshslum ads SPPT PEH angka Sdan angha 10 diish bardasarkan suem
katermngan NIOP PEE yang diteibitkan olah Kepala Kentor Pelayanan PBA/XPP Rratama yang wildyah kerjanya
meNput [tak tansh dan bangunan atas permahonan W
Anghn 14 Dis) dangan harge vransakal yang tarjaci/harge transakl yang Jereantun datam Aisalat Lubsng/iibal pasw olyrk ersahul,
Angka 15 Diis| dengan kotle jenis peralehan haw atas tanah dsn bangunan sehagal bertkiul:
Junis Parolehan Koda Jenls Perolahan Hak Kode Jenis Perclehan Hak Kode
ik
- Parsiiiiiier 2ok - F ey Gl grar Aiomilars Yu e Lnlniivya 11 Paninkalan sahe 1/
- ﬁ . ol - F han hak yanyg pakithai patalinai u? Havialy s
- Tubigt bnuher 02 - panunjukhan pomberl datem lalang 08 | erulehan Hek Kumah Sederhana Sehat dan R5S meialul KPR 19 M
- Hitaly . o3 - Palahsnnasn puliaan hakliv yang mamuinyal kakualan hukum barsubsidi *} 15 o
- Hm.hﬁum L) totap o a0 |- Perrden ban hak b A
-'Wara s - Penggabungsn usahh 10 |- Pemberian hak bary sebagal kelan/utan pelepasan hak i
- Pedebiaran usaha ' 11 |- Pemberan hak baru dilvar pelepasan hak
+) Dakarn hal Perotehan Hak Rumash Sadarhans Sehat {Rs. Sahat/ASH] ssbagalmana dlatus dalam kapuiusan Mentar Pemuki dan Prasarana Wiayah
No. J4/KPTS/MFI003 tentang pungeresn grecupiahan cn pamihimen dungan dubiungan fustlitan Subidt Perurnabien valmgaknans telah diutiah dangan
Kepult A P Kl dan L Hayah Mo, 2/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sadachana yang diakukan nelalul Kredit Pamilikan
Aumah bersubsidl txﬂtbum\aiﬂﬂ yang pembangunannys MEngsc pada paraturan Mantarl Peierjaan Umum No. 50/PRY/1992 fentang purs\;watan
Taknk Mbmnm_ﬁama_h Sunun,
Angka 16 Dl danghn nomeor sartifikat _ms_ dan atau hangunan barsanguutan
HUAGF™C °  Dilsl dengan penghltiingan Bas »erclehan Atas Tanah dan bangunah {BPHTE) oleh WF.
Datasn hal S5PD BPHTE digunakan untuk setoran berdasarkan STPD APHTE /SKPDE Kurang Bayar/SKPBD Kurang Bayar Tambahan sebagalmana hueul Db atau besdasarkan huruf
©.d maka hruf C vidak periu dilsl
Angkal  Nilal Perolehan Objuk Pajak {NPOP} dllsi dengan mem pertimb: ngkan NIOP POB dan harga transaksi/nital pasar cbjek pajak. Dalam hat harga transaksl/nlal pasar
objek pajak tidak dikatahul atau lebih rendah darl KIOP PBE gi.nakan NIOP sebagal dazar perhitungan
Angks 2  Difsi sesuul dengan basamya NPOPTKP unituk Kabupaten/itotz yang bersangkutan yang ditetapkan Képala Daerah [informasl mangenal besamya NPOPTKP dapat
diparoleh melelul Dinas Pendapatan Deersh Selempat)
Angkad Cukup falas Q
Angka 4 Dﬁsi gangan hasii perkallan antara NPOPKP {angka 37 dengan Lurif pajak sebesar 5% {sesual Pasal.....Perda No..... AU Rereeenieasinns)
HURUE D Diisl dengan memberikan tanca™X" pada kotak yang sasual dengan dasar E WP malakukan tet pajak
Hurufa.  Jike ey € lakask bagai huruf €

Hurufb,  Jika swtoran dilake con tidak manggunakan perhitungan di hul uf €, tetapl munggunakan Surat Tagihan Bajak Dagrah QPHTE{STPD BEHTR), Sural Katetapan Pajak
Dasrah B8PKTB Ku-ang Bayar {SKPOB Kurang Bayar), stau Surar Ketetapan Pajak Daerah




PETUNJUK PENGISISAN SSPD BPHTR

Fotrlir il terdied dari & (snam) embar, lsmbar pariama diterlnie Wajib Pajeb, (WP} uhq'nl bukt| pambayaran; lambar kesua ditesima PPAT, lembar katigh diterins Kepals Kantor
lll.l!‘ ruﬂl!llhm Kabupaten/ote) Lembar kepripal dilerine Fungal Pataysian mela) Wajll Fjek (WP, Lanbm koting dibehing dany ya i, den tambis: kegnmm iiaring
Serviahara Panerima . . ;
feliah SSPD BPHTS int dengen huruf catuk kapital atau diketik ' '

unblan ety SSPD BFHTE untuk satiap satoran dan sabiap e percldben hek alas tanah dai/atan Lengunam.
Foemull Ini depat jugs digunaken untuk pesmbayaran stas suatu p Han atau pengungkapan ketidakh

an penghitungan We.

CARM PENGISIAN:
Dinas Mendapaten Daersh, dilsi dengan Dinas Pendspatan Daerah yang wilaysh kerjanys meliputi betak tanah den atau bangunan
HEIRUE A THial idmngalt vk Wi

Angka 130 angks B Cukup: Jalss

HURLr @ b sl oty ol d o shotty [k prmtaniliml iy drnh whot Dabpali olat ) st lainginniain e
Angke 1 Dial dungan Nomor Chjak Pajab (8O yang 1oy antunn dabam ST U sdae Ldoal dan aldo baiguns yaig Detsanghiitan )
Arggin 3 5.d 6 Dlsl dmrgien levak bmnish slan/stuu hang iy halnya dipwaiuly
Angky 7o.0 13 manupaken tabedl uitTuk meghilbng NAP L atas fanaty dandet s Basgunan yang Liakinga digenslah
Baca kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT 788 angka 9 dan 10 saa¢ terpdinya perciehar
Dalam hal NIOP PB8 belum ditatspkan/balur nda $PPT PBB angks Sdan anghe 10 diis| bordassrkan sirat
ketarangan NIOP PR yong diterbitkan olah Kapals Kantor Pelayanan FEE/KPP Pratama yang wilayah karjanya
maliput] Mtsk tangh dan bangunan atas permahonan WP
Angka 14 Diisl dengen harga tranasionl yong vurjed lhargn ransskal yang tercantuny datem Mealat babangfoilal pakae abjek tortelat,
Anghs 15 Diisl dengan kode Jenls perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagal bariut:

Janis " Kode Jenis Perciehan Hak Kode . Jenls Perolehan Hak Kode
- Pornisgiisbonry Mk » Pervaiauban dabmin paeastonnSianinn bl winnys i Furimkm an uivabia 1¢
-l * o = Pk ahan hak yang mangakilhai e aithan s Habish F
- Tubgr e o2 « Penun)ubdan pornbart dalem kg 08 | Perulehan Hak Kuinvah Sederbuna Sehat dan RSS melalul KPH 14
- Mol o « Pefaksanaan putuzan hakim yang mmmpunyal kehualan bubkum trarsulinbd i ¥ 1% .
- HM*H : ‘o4 tatap ! o0 | Pembae e hak b 1t
- Ware o5 - Panggabungan usaha . 10 |- Pembarian hak baru sebagai kelanjutan pelegasan hak Lr
- Pebebaran utaha 11 |- Pemberan hak baru diluar pelepasan hak
*! Dalarm bl Parolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/ASH] sebsgalmana diatur dalsm keg 1 kil dan Prasarang Wilayah
No, H/APTEM/2008 g engatann perumahan dan g ki dangen dukungan favitan Sutinidl Parumah k telnh diyhah <dangen ]
Keputushi Mentert Pemuldmen dan Prasarsna Wiltsyah No, 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melakui Kredit Pemiliian 3
Rumeh bersubsid] (KPR barsutr .‘_'{i} \nn( bang y gacu pads paraturen Menteri Pakerjaan Umum No, 60/PRT/1992 tentang persyscatan
Takniz Penbangunan Rumsh Susun,

Angka 16 Disl dengsn namor settifkat :Itlt‘dll'l atau bangunan barsangkutan
AT | o . . | .
HURGE™E™" ~* DRs! dengan penghifingsn Gas beralshan Atas Tanah dan bangunan [3PHTS) cleh WP,
. Datars hal SSPD BPHTS digunakin untuk satoran bardasarkan STPE BPHTE /SKPDE Furang Bayar/SKPBD Kurang Bayar Tambahan sebagaimana hunuf D.b atau berdasarkan honat
D.d maks huruf C tidsk pariu dik!
Angkal Nilel Perolehan Obiek Pajak {NPOP) dilsi dengan mempertimiy ngkan NIOP PBS dan hanga transaksi/nilai pasar objek pajak. Dalam hal harga bransaksi/nilsi pasar
objek pajak tidak Diketabul stau lebih rendah dari NYOP PBB gunakan NJOP sehagai dasar perhitungan
Angka ]  Diis| sazusd dangan besarmya MPOPTKP untuk Kabupaten/Kot? yang barsangkutan yang ditetapkan Képala Daerah {informasi mengenal besarnya NPOPTKP dapat
diparoiah melakid Dinss Pendapaten Daorsh Setempat), )
Angka3  Cukup jalas ' @
Angka 4 DH dcns.ln hast perkallan antara NFOPKP [angka 3) dengan tanf pajak sebesar 5% (s2sual Fasal.....Perda No..... Tabun................ )

HURUF O Difs] dengan memberikan tanca®X" pads kotak yang sesuai dengan dasar waorang WP melakukan setoran pajak

Hurula.  Jike satorsn akan ¢ dakukan sebagaimana hurul €
Hyruth,  Jika savoran diaki can tidak manggunakan parhitungan di hui of €, 1etapi menggunakan Surat Taglihan Pajak Dagiah BEHTS {STRD BPHTR), Surat Ketetapan Pajsk

Daerah BPHTE Kurang Bayar (SKPDB Kurang Bayar), atau Surar Ketetapan Pajak Daerah




EUNAWA] - - SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
; B8EA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 1
( SSPD-BPHTB ) Lintuk Wil Pajak
% UERFUNGSE SEBAHAL SURAT PEMBLERITAHUAN OBILK PAIAK
i PAIAK OUMI DAN RANCGUNAN [SPOB iy
AR PRNCAPATAN KELIANGAN (AN ASFT KARLIPATFN SLIMAAWA
HATIAN: Bacalah petunjuk penglsian pada halaman belakang lembar Ini terleblh dahulu.
; A 1. Nams Wallb Pajak: HNEEENENE
' 2. NPWP:
3, _Alamar Wajlb Pajak: _
4. Kelurahan/Desa: 5. AT/AW: 6. Kecamatan:
7. Kabupaten/Kovs: 8. Kode Pos:
o 1. nomoromekrameoreee: | 1] (1] (1 1] 111 CLLY CETET (]
2. Latak tannh dan atau bangunan; . . —
3. KelurahsnjOesa: 4 RT/AW:
5. Kecamatan: . Kabupalen/Kalu:
Penghlturgen NIOP PBB:
Luos NIOP PBB /3
Uralen £ W0 ARy B AR i b iy {10 Drshanarkents SPFE PAZ il 21 fondirgn Litna n NI PHR m g
o ol slipms e fros LR g T e J
tanah{ Bumi) ? m'y 9 [fHe 11| Hp [ty el ]
1 Bangunan B mi | 10 e 12| e G 7]
i NiowPD . [13[fp [onhe T ik
: 145, Jonl parolonan ek 40as Lanad darn alan e agunan: Dj 14, Uaiga Damaka/Nilal pavar Hp
16, Nomor Sactiflat:
¢. Perhiltungan BPHTR | Hanys dil Berdatarkaa perhitungan Walks £4jak |
1. Nilal Perolehan Objek Pajak {NPOP} memperhatikan nifal poda 8. 13 dan B. 14 1 > Rp.
: 2. Nita) Perpiehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) 2| R
3. Nilsl Perolehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPEP ) "V anghe o - ook 2 § 3 > Ap,
4. Bow Perolehan Hak stas Tanah dan Bangunan yang terutang Stnangkod | 4 > fAp.
D. Jumiah Setoran berdasarksn:
D @, Penghitungan Walib Pajak
i _ b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG SAYAR / SKPRD
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Namor: Tangga!:
I:l €. Pangurangan dihitung sendirl merjadi: [D % berdasarkan Paraturan KOH No:
0 .
JUMLAH YANG CISETOR [dengan angka): {dengan huruf):
i [RF - I I Wl oL i . N -, i j
j (berdasorkan perhitungan -4 den pliion ot D) .
¢ I l
tgl MENGETAHUI DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasl:
WAIIB PAJAK / PENYETOR PPAT f NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
[ 1T T | L
i
-i Naria lenghap dan tands langan Marma tenghap dan 1anda tangan Hama wngksp dan landa angan Mama lengkap dan tanda tangan
¥
§
Wanya ofs! Dleh Nomor Dekumen:
o BEEgREEEEEEREEERREER
NOP P88 baru: (T O ) LD CED) DT €

i
i
i
H
]
i
|
%
\5
1
3
1
i
4
H
)



LT T * SURAT SETORAN PAJAK DAENAIL

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2
E ] ( SSPD BPHTB ) ] MLk PPIRAY SR L dr iy
1 BERT um.sl SFBACIA) SURAT Psmufnlwium mmx PAJAK sehagai ars)

PAIAK DUMI DAN BANGLINAN [5POP PIIR)

’:t.gﬂ ZINDAPATAN WIUANOAN DAN ASPYKAGBATINSuMIAWA )

! . IRHATIAN: Bacalah petunjuk penglsian pada halaman belakang Fembas Ind teolabih dahiu.

A 1. Name Wajib Pajak; | I l ] l I l I ] I
& NPWPR;
A _Alamet Wallb Pajsk:
A, Kelurahan/Dess: S, RN/ b, Kovematui;
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos;

R —— . R R L T

8. 1. Nomar Objek Pojak {NOP) PBB: Lu [ ]' ] l I I | | l I I | I | I | I l D

2. Latuh bansh dan wimy bangunan;

1, Kelurahan/Desw: 4, AT/AW,
5. Kecamstan: : 6. Kabupoten/Kota:
RN mp_\mn NIGF PBB:
. Tuitre NIOPPHH S vy
Uralan M3 Arad b kL) Q1411 DN it 1 Ccad o cains L 380 PHI i do iy Lons & NP P it
. . haknypa okt PEAEROE Bk F Farh Ut <. eorsssesiions }

Tanen {Boml) ’ m | [he i L Ry &

Bangunen [] m*1o]lp ta | Hp et wyr e
S NioPrhe: 131K (il 1 Gk 17

15. Jenls perolenan hak atas tanah dan atau bangunan: ED 14. Harga Transaksl/Nilal pasar : Rp. '

16. Nomor Sertifikat:

. Perhltungan BPHTE { Hanya dlis| berdasarken perhitungan Wailb Pajak |

1. Nilal Berolehan Objek ?ljlk (NPDP] memperhatlkan nilal pada B. 13 dan B. 14 1 > Ap.
2,__Niat Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajzk { NPGPTK? § ' 2 (™ gy
3. _Hilal Perolehan Gbjek Pejak Xsna Pajak { NPFOPKP ) . angka {-ongka 2 | 3 | Ap.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang SMegnpios | 4 »> Rp.

D. Jumlah Setoran bérdasarkany;

D 1. Penghleungan Wajib Pajak
b. STPD BPHTH / SKPDB KURANG BAYAR / SKPRD
KURANG BAYAR TAMBAMAN *) Neror: Tanggal:
D +. Pengurangan dihitung senditi menjadi: ED % berdasarkan Peraturan KDH No:
O
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): [dengan huruf):
(beraamarian pervtungan C.4 don pllion of D)
gl MENGETAMLI DITERIMA, QLEH: Telah Diverifikasi:
WAIIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
L EoF-T F 1,
Nasna lengkap dan tends tangan Narna iengkap din tands 1angan Nama lenghap dan tanda tangan Nama lsghan dan fands tangan

HEREEE
JLITTTTT] 0O

PeTUgEs DPPRAD

Hanya dilel cleh Nomor Ookumen; I]llllllll—l LI
L) LD CTT]) [T

NOP PBB baru:
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PEFLINILIX PENGISISAN SSPD BPHTB

Frpatalle HeE T dlEs bt B atmn ] renchons, Dsi v o gl bt s B I e Lt G e R R TD S TR BIUEL ETE LN TR TR L R T RITENATE R LU R UL

Hring Pyrtanahgh Kabpatankuia; Loiobae kyinupal dthn‘una' Fusyel Pulayalish yralalud Wil Pajah {WP); puintia Klliva CHLal i B pavg WIlon]uk; tan bonnbur kownan: diterkna

$wndahara Panarina

Ity S350 BEWTH 10l tungnn bt codak kipital sts dikelk

Bwinakan vaty GSPD BPHTE untub setiap tatoren dan wtlig jaris parclahao hak ates Lansh dai/atau bangunan,

Eormubie Inl dapat Juge dhgunpken untuld pRsysran stas sunt paml lany AtALS | oAy Wt ljnkd A gyl wi*

Rk BENEIRIANS
Nnae Pandapetan Dacreh, die] dangan Oleias Pendapstan Duarah yarg wilayah kerjanya maliputl letak tensh dan alau bsngunan
HURLIF &, Dill dengan data WP

Angks 1 sd lnlkl'!mktw-llhl

AURUF B SHiad {RIa st O s proletan ik dlas baih dan aldu Bgunain lo
Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tarcantum dalam SPPT PBB atas tanah dan stay bang yang b gkutan.
‘Anygka 2 5.d 6 Diisl dangan letak tangh dan/atsu bangunan yang haknya dipercleh
Anghs To.d 13 merupshan tibal uniuk menghltung MO PAR atas in1eh Warfatan bangonme yeig hakoygs sHyssiolaly
Pada kolom angks 9 dan 10 agar divebiniken Talso SFPY PBH angha % dath O saut L Judinya paralehan
Dalaen bl NEGP PIHE batum ditetmphan/baluny ade SPAT PED angha 9dan angks 10 diisl bardasarun surat
ketarangan NIOP RBB yang diterisikan oleh Kapata Kaitor Palaysnan PBS/KPP Praiamn yang wilayal kerjanya
rrvbignat] htain Lanaly dan | alun gt ol W
Anghs 14 DIl dengsn hargs Lrunanke yng a1 g T yaery Los wiiksintn dulan Kinadads | btgdialal panan :hjak barvelng
Angka 15 Dilst dengan koda janis poralahan hah atas anal dan hargusan weliagal benkut:

Jonia Parolehan Kode Junris Putnlelian Hak Konle Janin Cmiulelwn Hell Kuiln
H‘" _—
- Peminguinen Hik + Parmagukan dulam persaroan/badan hukum fsinnygs o4 |- Peoehacan usale FII
- Jusd Ball 01 - Pemisahan hak yang gakitkan paralih 07 |- Hadiah : 13 p
« Tukist NMRHuket 02 - Penumjuban prembar dalam lelang on |- perolehan Hak Rimal Sederlianm Sebat dan 155 walelul KPR 14 ’
Hilisdy Ui Salihnnlsih g beamnn sk yaing somngmugal kukebwe ekt Hotwebahd ¥ Ly
= rabnh Wgaat 1) tetap 08 |- Pamberian hak Daru 16
- Warks o5 - Panggabungan usshy 10 |- Permberian hak bang sebagal kelan]utan pelepasan hak 17
relnhntsi danlie " Daappthiotlny ot B Wil gelograedsn Sink

*} Dalarn hal Perchehac Mak Rumat Saderhane Sshat (fs. Seliat/RSH) sabagahrana dletur dalnot ket tusen Mentarl Pasukimaen dan Fuassvans Wilsyah
Nn. Z4/XPTS/N/2001 inntang pengadisn parmaha den pueukinan deigan dukuangsn failiine Srdsniohl Prvurabuan e g e talah diubish dangsn

Koputusan Manter] Pamukiman dan Prasarana Wileyah No, 20/KPTS/MI2004 dan rumah Susun Sederbana yang diiakub alalul Kredit Pamillkan
Rumah bursubvsidl (KPR barsubsdi} ym" pembang ¥ wety pacla peraturan Menten Pekerfash Umuny No. O0/PRTS1997 Lentanyg persyardtan
Takinl Parnbangunan Rurah Susun.

Angka 16 Diiai dengan nomor sertifikat atss de.a atau bangunan barssngkutan

HURUF €  Dilsi dengan penghitungan Bea Perolshan Atas Tanzh dan bangunan {BPHTB) oleh WP.

Dadan hal S5P0 BPHTS digunakan untuk yetorar berdassrkan STPD BPHTB/SKPDR Kurang Bayar/SKPBD Kurang Bayar Tambashan sebagaimana huruf D.b stay berdasarkan huruf

Tt msla huruf © tikdak parke disl

Angkal  Nilal Parolehan Objek Pajak {NPOP) diisi deng. pertimbanghan NJOF PR dan harga transaksi/nilal pasar abjek pajak, Dalam hal harga transaksi/nilai pasar
objek pajak tidak diketahal atau Yebih rendah dar) NAGP PBE gunakan NJOP sebagal dasar pechitungan

Angkal  Dilsl sesusi dengan besarnya NPOPTCP untuk Kabupatan/Kota yang barsangkutan yang ditetar kan Kepala Daerah {Informasi mengenal besamya NPOPTKP dapal
diperobeh malalui Dines Pendapaiar Oaareh Satempal).

Angha 3 Cukup elas

Angkad  Daigl dangan hasil perkatian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebosar 5% {sesuai Pasal....Perda Moo TaAUN. o]

HUAUR D Diisl dengan memberikan tanda“X" pada kotuk yang sesual dengan dasar searang WP melakukan setoran pajak
Hurufa.  jika setoran aken diskukan sebagalmana huruf C

Hurufb. J&a satorsn dilakukan tidsk mengsurakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Dasrah BPHTE {STPD BPHTB), Surat Ketetapan Pajak
Daersh BPHTE Kurang Bayar (SKPDB Kurang Bayar), atau Surat Ketetapan Fajak Daerah




PETUMILUK PENGISISAN SSPD BPHTB

FrierrhiMe 0 EMIEIED it B (mEEmIh Seinsbias , Lo 1Bt v i il it WA ke (Wt LT e T T T Ty T T N T T N P TR (T S TP IO AT LT T

Mg tartanahgn Kabiupatan/Kola; Lembian kg :ditqunm' Pl Palayaivan nneiaiul Wejlk Pajes (WP b kelinsa divaima baog yavg itunjuk; dan Lombar keanam diterkng
Swnidshars Penarima

R BEND BPHTI ik dengan buruf celeb kagiial sl dielik
Buinakan wiu £570 BPHTE untuk setisp satoran dan satiap Jenis parolehan huk stas tanah da/atay hangunan,
Fisemiue ind dapat Jugs thgunalan unisk DAyArAn Slae syl parnlistuisn ats | AL LAE W L o s ) et e Wt

CARA MBNLIAN
Dinae Pepalapatan Caarah, disl dangen Dinas Pandspatan Dasral yang wilayaly kerfanya mallput) eink tanwdhs dan atws bangunan
HURUF & Ol dengan data WP

Angha 13.d auhi Cukup Selss

HURLE § Qi donga daba dan Jene perobatiog ik tax bty das abail baogion "

Angka 1 Dl dangan Momaor Objek Pajsk {NOP) yang tercantur dalam SPPT FB@ atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 5.¢ 6 Ois) dangan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh

Argke 7 0.4 53 marupehen bl untub menghitung NAR PRI atan Intish dan/atan Liwtrguinimy watsg Limbeavem silpmtluty
Pada kolarn angha 9 tan 30 pgar dissbutkan (shun SPRT FUH aigha 9 dan 10 sdal terjaddings et olebian
Dadsm hal NIGP PDB balum ditetspkan/telun ads SPRT Pag angha Sdan angka 10 disl beedasarkan surat
katarsngan KIOP PBS yang ditarbitkan olah Kupals Kantar Patayanun PBO/KPP Pratame vang wilsysh ke janya
meiputl leteh tansh dan bang MR ) wp

Arsg 14 Dhdel tlangan harygs tianuabial yarg tarjud(tisign teansakal yag (e wthin dalan Hivalaly {alaigg/inl peanm ikjol lenawisil.
Angha 15 Diisi darigan kode Jasis perciehan hak atas tanah den Languiran seliagal L ikur:

Jonis ::hhln Kuds Jards Paroinhan Hak Kintw aniin Parilebien Hak Kiule
- Pll\mj-ﬂlk - Py ke dulmm | badan hubun lainnya o6 |- Paowkaisn usana 1; I
- hiol Sl 11 ~ Pamisshan hak yang mengakitkan peralihan 07 J-Hadlah - 13
- Fuder Maruker 02 « Peounjulkan permbet! datmn Inlasg ns Perplwian Hak Huriah Seduclians Sebu dan 08% mpdadal €0 1
Hilrwly L1 ] Falahumituan Dol dinn yiog LTINS YTV PP T Y Diapabibinlill *] iy
- Hibiah Whliat 04 tetap 09 |- Pamberian hak bary 16
- Waris 05 - Panggabungan usahs 10 |- Pemberian hak baru sebagal kelanj pelep hak 17
Prlebinran ualis 1 Banpribimetanny gk dipr e AW pondingisenis $ink
*} Dalnm hal Parolehan Had Rumah Saderbane Sehat (Rs. sehat/ASH) sebiaguimana diatur ditpen kapol M Lp i Usn Prasacana Wilnyalh
No. 24/KFTS/M/2003 tentang pengmdasn per lves clwn | kb Jengan dubungen fasiing Sbidi Perumlinn sabagaim o tlabs dhubal dengan
fep Mantar] Pamuliman dan Pr Wilaysh No, 20/KPT5/M/2004 dan rumah Susun Sedertana yang dilaky) #alul Kredit Pamillkan
fumeh bartubsich {% PR bacaubsidl) yang pembang ¥ SAry PAdE paratuan Mentar! Pakarfasn Umuni No. GIYPRT/1991 teiang persyaratan
- Taknis Pambangunan Rieh Susun.

Angka 16 Dilst dengan nomaor sertifikat atas daa atau bangumn barsangkutan

HURUF € DMl dengan panghltungan Baa Perciehan Atas Tanah dan bangunan (BPHTH] oleh WP.

Dakam hal S5PD BPHTE digunakan untuk berdasarkan STPD 8PHTB/SKPOB Kurang Bayar/SXPBD Kurang Bayar Tambshan sebagaimana huruf D.b atau berdassrkan huruf
Dt mskea hioraf © tioisk parfy dig

Angkal  Niai Perolehan Objek Pajsk (NPOP) diisi dengan mempertimbangkan NJOP PBB dan hargs transaksi/nilal pasar cblek pajak, Dalam hal harga transaksi/nilai pasar
objek pajak tidak diketahu) stau Iebih rendah dari NJOP PE gunakan NJOP sebagai dazar perhitungan
Angka2 Dbl sesusl dengan basamys NPOPTEP untuk Kabupaten/Kota yong hersangkutan yang ditatapkan Kepala Daerah (Infarmas| mengenal becamya NPOPTKP dapat

diparoleh melalul Dings Pendap Dagrah Saterpat).
Angkad  Culup Jaiag
Angka4  Dllzi dangan hasll perkalian antara NPOPKP {angka 3) dengan taril pajak sabesar 5% {sesual Pasal..... Perda No..... Tabun.o............ 1

HURUF B Dilsl dengan membariken tenda"X" pada kotak yang sesusf dengan dasar seorang WP malakukan setoran pajsk

Hurufa.  jlka setoran skan ddakukan sebagaimana huruf ©

Hurfb.  J&a setoran dilskukan tidak menggurakan perhitungan di huruf €, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Dagrah BPHTE [STPD BEHTE], Surat Ketatapan fFafak
* Daarah BPHTS Kurang Sayar (SKPDB Kurang Bayar), atau Surat Ketetapan Pajak Daersh
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SURRAT SETORAN PAJAK DAERAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2
(I SSPD'BPHTB_) Unluk PPAT/NOLA)s

o urbagal arwiy

BERTUNGS SEBACIAL SURAT PEMBERITAHLAN QIIEK PAIAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PED)

E i NAS PENDAPATAN KFLIANGAN DAN AVFY KARLIGATEN bIIMIAWA e
RHATIAN: Bacalah petunjuk panglslan pada halaman belakaig lembar (] terlabih daluby.

A L Nama Wajib Pajalu | l I 1 I ] I | | I
1. NPWP;
3. Alamat Wallb Pajai:
4, Kelurahan/Deia; 5, NE/RW: b, KgLaihalan;
7. Kabupaten/Kote: ' B, Xode Pos:

R T TR I

8. 1. Nomor Oblek Pajak (NOP) P8: (1T [T OO OO O 110 O

2. Letnk tanah dan suau bangunin:

3. _Kelurshan/Desa: 4. RTRW:

5, Kecamatan: &, Kabupaten/Kola:

Penghitungan NiOP PBB: -

. i NI PHA S
Uralan { L0end Hinia Sasanialt ) D DI iy { Avind Lot kb 00kt AT R iy i Lias & WAHIP PR 7 aid
hoknya diperokl parokthor hak # TR . s J

Taneh { Bumi) H mt| 9 |Rp 11{Re P TR T TS .

Bangunan [ m'| 1{mp 12 wp L i m......'
RS Sl L ST ]

15, Jenis perolehan hak atas tanah dan atsu bangunan; D:I 14, Marga Transaksl/Nilal pasar Iup. |

16. Nomor Sertflkat:

€. Perhitungun BEHYE [ Hanya dits) berdasarkan perhliungsn Wajlb Pajak }

1. Nilal Perolehan Objak Pajak {NPOP) memperhaiikan nilai pada B. 13 dan B, 14 L[ gy
R EER .
2. Nilaj Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajek { NPOPTKP ) 2| gy,
3. Nilai Perclehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP ) angiaz-angiaz | 3 | p.
4. Bea Perolahan Hak stas Tanah dan Bangunan yang terutang S4xongny | 4 > Rp.
D. Jumiah Setoran berdasarkan:
L .
D 2. Panghltungan Wajib Pajuk
b. STRD BPHTS / SKPDE KURANG BAYAR / SKPBD
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomaer: Tangeal:
D ¢, Pengurangan dibitung sendiri menfadi: D] % berdasarkan Peraturan KDH No:
0.
TUMLAK YANG DISETOR (dergan angkal}: {dengan huruf:
[RF l
[t kot ioon ptvituvagan O dan plihan of D)
3 MENGETAHU! DITERIMA OLEH: Telah DiverifTkasl;
WAIIE PAIAK f PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KELUANGAN DAN ASET
L1371+ |
Hama lengkap dan tands tangan Mama kenghap dan tarda tangan Hama lrighap dan tanda Langan Martin bitahaps AN bind s tiega
Harrye dilef olah Nomor Dokuman: il!llllll!lllllllll]
partugas DPPRAD
NOP P88 bar L) OO0 OO O [T O [
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Angka 18 Dilsi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan
bersangkutan.

HURUF C  Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah
diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini, dapat digunakan lembar
tambahan untuk menunjukkan detail perhitungan.

HURUF D Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan
Bangunan (BPHTB) oleh WP.

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan
STB/SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d huruf

C tidak periu diisi
Angka 1Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai

pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP
tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi
dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal WP yang
bersangkutan pernah menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini harus
mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pernah
dikenal BPHTB maka NPOP dihitung sebagai panjumlahan dongan akumulasi
ini.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang
bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah (informasi msngenal basarnya
NPOPTKP dapat diperoleh melalui DPPKAD setempat)

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif
pajak sebesar 5% (sesuai Pasal .... Perda No. ... Tahun ... ... )

HURUF E  Diisi dengan memberi tanda X" pada kotak yang sesuai dengan
dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf a. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Huruf b. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi
menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
Tambahan (SKBKBT)

Huruf ¢. jika WP memenuhi syarat terfentu untuk mendapatkan pengurangan dari
jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Diisi dengan prosentase sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Huruf d. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, dan huruf c,
seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK  Keberatan/Putusan
Banding/Putusan [ain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
berbeda dengan yang tertera di HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D-4 dan

pilihan pada HURUF E.

- Jika E-a dipilih, maka jumiah setoran menggunakan D-4.

- Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di E-b

- Jika E-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan
prosentase yang dinyatakan di E-c

- Jika E-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-d

Lampiran | : Prosedur Pengurusan
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Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf {pada bagian
yang diarsir).

Catatan Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetay

mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIMHIL" pads
bagian JUMLAHH SETORAN. SSPD BPHTB nihil cukup diketahui olet
PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakar
(WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan).

D. BAGAN ALIR

Prosadusr Pengunusan Akt Pesmindabian Hak etas Tanah dan/atau Bangunan

Uralan

Wallb Pajak
Selaku Penerima Hak

Pejabat Pembuat Akta Tanzh

1. Wajtb pajak {penerma hak) mengurus perclehan

[Tanah danfatau Bangunan.

5. PPAT kemudian menyimpan Deaft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,

6. Berdasarkan prossdur yang berjalan, PPAT
menerima  formuly  SSP0-BPHTE  dari  Dinas
Pengelolasn Pendapatan Keuangan den Aset
Daerah,

7, PPAT menghitung BPHTE terulang, menylapkan
SSPO-BPHTE.

‘i
B. WP hersama-sima dengan PPAT kemudian!

menandatangani S5PD-BPHTE,
|
|

Kepala Kantor Bidang |
Pertanahan

WP dan PRAT
tanda tangan

hak atas tanah dan atau bangunan ke PPAT dengan [ Dokimen teriai |
menyerahksn dokumen terkalt perolshan hak atas mmh::m Frolahan Hak Aas
tanah danjatau bangunan. taneh tgn e ¥ T
bangunan ka POAT gy
2. PPAT menerima dokumen perclehan hak dari \wﬂ/
Wik Pajak. PPAT kemudian memerksa data 1
mengensi objek pajak ke Kepala Knntor Bidang Mamerikas dain
Pertanahan. tarkad objek pajak
- epala Kantor
Bidang Perlanahan [T
3, Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyedlakan vang dhidubkan
data yang dibotuhkan oleh PFAT terka o
pemeriksaan objek palak, I " ppk |
Pt - A
Akt Painindahan Y '
4, PPAT menyusun Draft Akta Pemingahan Hak atas; ek s Yonah I/

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal

BUPATI/SUMBAWA

“

JAMALUDDIN MALIK

Lampiran | ; Prosedur Pengurusan
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Lampiran I}

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak
atas BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan
pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah
melalui Bank yang Ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara

Penerimaan.
B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang
atas peroiehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB
terutang dan membantu melakukan perhitungannya.

3. Bank NTB/ Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari
Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank NTB/ Bendahara Khusus
Penerima (BKP) berwenang untuk:

menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB,
- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/

kurang;
- menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya;

dan
- mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

Lampiran Il : Prosedur Pembayaran
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C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat
Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau pényetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk
melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat
Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

- Lembar 1.
Untuk Waijib Pajak.
-  Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
- Lembar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan

pendaftaran.
- tLembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permchonan penelitian
SSPD BPHTB.
- Lembar 5:
Untuk Bank NTB/ Bendahara Khusus Penerima (BKP) sebagai arsip.

- Lembar 6:
Untuk Bank NTB/ Bendahara Khusus Penerima (BKP) sebagai taporan
kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2
Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank NTB/ Bendahara
Khusus Penerima (BKP). Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian
membayarkan BPHTB terutang melalui Bank NTB/ Bendahara Khusus
Penerima.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan
uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/
Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD
BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang

pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

Lampiran Il : Prosedur Pambayaran







Langkah 4

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD
BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke
Walib Pajak,

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang
Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses
berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan
di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa.

Lampiran Il : Prosedur Pembayaran







- Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan
atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARA PENGISIAN:

HURUF A Diisi dengan data WP

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

HURUF B  Diisi dengan data dan jenis peroighan hak atas tanah dan atau

bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam

SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya

diperoleh.

Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas

tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh

Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya

perolehan

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka 9 dan

angka 10 diisi berdasarkan surat

Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan

PBB/KPP Pratama yang wilayah kerJanya meliputi letak tanah dan bangunan

atas permohonan WP

Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi‘harga transaksi yang

tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan

sabagal berikut:

Jenis Kode | Jenis Perolehan Hak | Ko Jenis Perolehan Hak | Kode
Perolehan Hak , de
-Pemindahan 01 -Pemasukan dalam | 07 |-Pemekaran Usaha 13
Hak perseroan  /badan -Hadiah 14
« Jual Beli 02 hukum lainnya -Perolehan hak Rumah 15
~Tukar 03 [-Pemisahan hak yang | 08 | Sederhana Sehat dan
Manukar mengakibatkan RSS melalui KPR
- Hibah - 04 peralihan bersubsidi *)
- Hibah Wasiat 05 | -Penunjukan pemberi | 09 |-Pemberian hak baru 16
- Waris 08 dalam lelang -Pemberian hak baru 17
-Pelaksanaan 10 | sebagai kelanjutan
putusan hakim yang pelepasan hak
mempunyai -Pemberian hak baru 18
kekuatan hukum diluar pelepaasn hak
tetap
-Penggabungan 11
usaha
-Pelebaran usaha 12

*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat’/RSH)
sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana
Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman
dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wiayah No.
20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit
Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu
pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang persyaratan
Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Lampiran | : Prosedur Pengurusan
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
e _..(SSPD-BPHTB )

BEHFUNGHI SEBAGA) SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAIAK
PAIAX BUMI DAN BANGUNAN [SPOP PBB)

Lembar 5

Untuk Bank yang dltunjuk

Haoedaliana Penan g

AS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET KAHLIPATEN SUMBAWA

BERHATIAN: Bacslsh patunjul penglilan padn halaman baiakang lambar Ind teriedlh dahulu,

HEEENENEE

A 1. Nsma Wal'b Pajak:

2. NPWP:
L3 aumatwab Pallk:
4, Kelurahan/Dess: 5. AT/RW; 6. Kecamatan:
7 Klbuatﬂkcll: A. Koide Por
nov wemsromermmoness L L) L1 ] C1 1] T 0] O] LT [

1. Letak tanah dun atau bangunan:

3. _Kelurmhan/Dess:

3. Kecamatan:

Bernghlitungan NiOP PRE:

4, RT/RW:

e AL KAl

tuo NIGH P 7 2 -
tUralen {01 b Bt e e nRrnN po F AW drershonamduin $PR1 PHA hehort i it Luas x NIGP PN /S m} '
[T P i dmbnaes bk £ Vickiin .' A
Tanwh { Bumi | mt w |tp Ry faidesmiua? "1
fangnan C I e L AT
NI PHE [ [ m
15, Jenls perctehan hak atas tanah dan atau banguian: ED 14. Harga Transaks|/Nilnl Jasar He.
18, Nomor Sertifiuet:
. e, Perhitungan BPHT8 { Hany' diisi berdasarkan pechitungan Wallb Pajak |
§! 1. Nl Pecolshan Objek Pajuk (NPOP) memperhatikan nilal pads B. 13 dan B. 14 LT
[P N e - . 4 N o . i -
2. NHiai Pevolehan Objak Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) 2| gy
3._Niiai Perolehan Objek Pajek Kena Pajuk | NPOPKP ) siar-mmgpoz [ 3 [P Rp.
4. Dea Perolenan Hak stes Tansh dan Bangunan yang terutang SKaongked | 4 > Rp.
5 §
T'0. Jumiah Setoran berdasarkan: )
D a. Panghitungan Waljib Pajak
" b, STPD BPHTS / SKPDB KURANG BAYAR / SKPBD
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tangal:
D ¢. Pengurangan dihitung sendif menjadi: D] % berdasarkan Peraturan KDH Ne:
0«
JUMLAH YANG DISETOR {dengan angka): {dengan huruf):
L) AREE AL S kL AL LA I TR Ll o
[ee. 1 / ]
{herdosarkan periitungon CA con olhan d D)
gl MENGETAHUI OIFENIMA OLEH: Velah Diveriflhasl:
WALB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
1T T R —
Nama lengiap dan tinda wagan Hama lengkap dan tanda 1angan Harna lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda fangan
jHanys dusi oleh Romor Dokumen: |i|l1||[|||ll[l_‘|l||
[patugas DPPKAD
NOP P88 bar: (O O g el o U




PETUBLILIK PENGISISAN SSPD BPHTB

i (e SAPEIL gt b Dwismin ) bucnbar, londis ptLaime dileind WA Badikl (W) wabiagint LRI e wymban taitlae ki die e POAT, lanim ket ign dite:inis Knpnln Knntng
Wiy P.n_.anlpmxnbupawmu; Larnbar kepmpat ditarima Fungsi Pelayanan malatul Wajlh Pajak (WP, Lembar kalinva ditevima Saod vy ditunjuk; dan Lambar keanam diterima

Suridahars Panurdma

“ hlly BLAD BPHTS Il dangan huruf catuk kaplish atau dikulik

unaien satu S5PD RPHTB untuk setiap 1atoran dan satlap Jenis pavalahan hak atas tanash den/atau bangunan
Farmullr inl dapat [ugs digunakan untuk pemb SEas suatu pembetulan atau pengungh ketldakbenaran penghitungan WP,

CARA FRNGISIAN: .
Dinas Pandapstan Daerah, dést dengan Dinas Pandapatan Daerah yang wilayah kerjanys mediputl letak taeah dfan atau bangunan

HURLE A Dihl dungan dats WP
Avgha b o b I:ul\_uu Hlwa |
minge w Dlis! dergan deta dan |rnls prroleban hak miay innah dan Atan hangunan '
Arha b DI deget Nuimial Gbgeb Fadh (NLEE paiigs banssiibiin daian BOR T 160 din [T R T g T re T e ey [P LYY P
Anghn 2 5.4 6 Dl dongan latak lanah dan/atau bangunan yang haknys tipgralan
argka 70413 merupaian whel untul mangiiong NIOE POA slas tanah dar Jalsn bang yanyg haknya siperulal
Pacdla kelom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PEB wngha 9 dan 30 sasl tetjadiiys pecolehan
Diadar ket NIOP PBB betum ditetagkan/belum ada SPPT PBB aigks Sdan angka 10 diisi berdasarkan surat
hetwrengan NJOR PRB yang ditarbithan oleh Kepals Ksotar Peliyanan PBR/EPP Prateina yaig wilayah hovjanyn
maliputi latak tanah dan bang atas p b WP .
Angka 14 Disi dengan harga transaks] yang terjadi/harga transaksl yang teccanty m dalam Risalah Lelang/nilal pasar objek tersebut.
Angka 15 D3l dengan kode Jenls perolehan hok atas tansh dan bang sebag i berdut;
“M Koda Janls Pargiahan Hak Ko . fenls Perotahan Hak Kore
Lt
. I‘cm Hak = Parrinau kit dabans jcvmsomn/halan ko Ininoys | sk an daelie Pl
- sl ol an « Parrilpdvans Dl yung Ainggakls kan (e abiban W Thau il 1%
Tukar I 2 ~ Panuri|ukkan prrika 1 datsm kolaig |- Pwatelian Hak Kumal bederhana Sehal dan B85 malalo KPR 14
- Mk (7] « Pulwbovmeianny aione ki garg ey el kehuaatao aikion Toaiwbabaniahl *) "
- Hibuaty Whsiat. 1+ 1alsp W Permberian hak baru 1
< Watle ' 05 - Purgyebungan usahs 10 |- Pemberlan hak baru sehugal kelan|utan pelepasan hak 1F
Ivahmbirans sinalis 1 atanilvat fans (rvk D s aliliien jamdepisn s bk
*} Dalaen hal Parciahan Hak Ruensh Smdechana Swhal (1t Sehat/RSH) sebagaims i diatur dalam keputusan Menteri Femukbknan dan Prasarana Wilayah
No. HEPTSIMS 2003 & pongadaan par b clan pentukintan dengso dubs g lasilitas Sl Farunoalian selagan s Lalab divbds deogsi
" Keputusan Menter Pemukiman dan Prasarsna Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sedarhana yang ditakub lalul Kredit Parmillkan
Rumsh beruibild] (KPR bcnuhﬂﬂ)l\nn! pambangunannys mengacu pada pa sturan Manterl Peker]aan Umum Na. 60/PRT 1992 tentang parsyaratan
Teknls Pambangunan Rumah Suaun. )
Angha 18 Odal dangsn nomor ﬂéﬁm atas dun atay bangunan berssngkutan
HURLIF t lel dengan penghitungan Ban Perobehan Atas Tanah dan bangunanI(BPHTI!} ol th WP.
Oatam hal 55PD EPHTB digurakan untuk berdasarkan STPD BPHTE/SKF J5 Kurang Bayar/SKPED Xurang Bayar Tambahan sebagaimany huruf Db atau berdasarkan huruf
. ks hurul € tdek pariu dilsi
Angks 1  NHal Perciehen Objek Pajak (NPOP} diti dengan mempertimbangka 1 NJCOP PBB dan harga transaks//nilal pasar abjek pajak. Dalam hal harga transaksl/nilal pasar
objek paja tidak Whketahu) atau tebib rendah dar MAOP PBE gunaka 1 NJOP sebagai dasar perhitungan
Angkaz  Diisl sesuad dengan besarnya NFOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang ditetapkan Kepala Daersh {Informasi mengenal besarnya NPOPTXP dapat
dipercleh metahui Dinas Pendapatan Oaerah Setempat).
Angkad  Cukup beles
Angha 4  Qig) dangan hasil perkalian antara NPOPKP {anghka 3} dengan tanfj.ajak sebasar 5% [sesuni Pasal....Perda No..... TahUM.. )
HURUF [ Diisi cergan memberikan EandaX* pada kotak yang sesual dengan dasar seor ng WP melakukan seteran pajak

vurula. ke akan dlakuk bagai huruf C
Hurufh, Hka dilakukan tidak menggunakan perhitung=y di wrul C, etapi menggunakan Surat Tagihan Fajak Daerah BEHTS (STPD BPHTBY, Surat Ketetapan Pajak
Osarah BFMTE Kurang Bayar |SKPOB Kurang Bayar), atau Surat Kate tapan Pajak Daersh




PETURNIIK

PENGISISAN SSPD BPHTS

Heptrrbe ol SR St b (Mram b eenkiar, ler Liar s v o lmrind Waliie fajdn (W) --ilh'uhl Dbt iwn ool wii) fs e ﬁnhu IR PITAT, It nbss bk g 110 KR L OF

Sdade PWMupam\!xota; tambar kesm pat diterkna Fungs! Pakayanan malalul Wajik Pajak [WP), Lambar kaliva diterima Bang yaiy ditunjuk; dan Lambar kesnan ditorima

Sendahare Perarima
I BEPG BT ol dengan hrul cetek kapit el st diknik
unakan 10U, S50 BPHTB untuk satiap setoran dan yatlap Janis perclahan hak nus tenah dan/atay banguisan.

Formvulir Ind dapat juga digunakan untuk pambay atas suatu pambetulan stau pengungkapan ketldakbensran panghitungan Wi,

CARA PMEISIAN, .
Dirvas Pandapatan Osanah, dilsl dengan Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjonys meliputi ketak tanah dan atau bangunan

HYRUF & Diisl dungen duta We
Ak e angea B Lakbp liles
nme m sl tlmrygan ks dnn Jenls geroleban hak atas tansh fen atau banguhs
Argha 1 Pl sl ggany Noaviad Lgmh Hagub (NI L bt ianiging ddalinnn BEHT CHE ol bnbinly dale st dn Batgiibniis peng bbbl B
Angha 2 5.0 6 Dital dungan latak tanah dan/atau bangunan yang haknya dipavolen
Angha 7ed 13 marupsisn tatied uniuk nenghitsng MIGE PG alas tanah dee Jatan Bang yang bknya dipereial
Pacy kolom arghs 9 den 10 agar disebutkan Tahun SPPT P8 ngha 5 dan L0 saal tecjackiga peroleban
Dalam hat NJOP PBE balum ditatapksn/beium ada SPPT PBE migks Sdan angka 10 diis| berdnsarkan surat
haterpngan NJOP PRE yunyg ditertitkan club Kapale Kantor Peleyasnan PRI/KPP Pratmna yang wilayal herfanya
mallputs letak canah dan bang Ty h WP
Angha 14 D¥sl dengan hargs transaksl yang terjadi/hargs transaksi yang tercanty m daiam Risalah Lelang/nilai pasar pbjek tersabut.
. Angka 15 Osl dengan kode Jends perolshan hak atas tanah dan bangunan sehag si berlkut:
”[m Kods tanis Parolehan Hak Kode Junis Paroishan Hak Kone
- Nm Wk - M LTI L IR Araslan Lnnkyim latravy (W |- Pt en ovslin I
= Jusl ﬂ m « Ppmgnhia dvak gy Ainnggskilkann geadilan W | Hadn ]
- Tuhw Mhr o2 - Penunjulkan pamka 1 dalem inlang |- Perolaban Hak Humah Sacdeclana Sehal den ASS malalul KPit 14
. m 11 < Palabynriann putubes hakim parig nisnigieyal kekualai wkim Tiwnnirliwiiid *) I
- hM'."wl 04 tatap e |- Paibienian hak baiu 1o
- W 05 - Panggabunhgan ukkhs 10 |- Pemberian hak haru sebagal halan) pelep hak 17
Palnltara sl " Posinidssp s dk Dol pderanan hak
*] Dadar bl Parclaban Hek Rumsh Sederhans Sohat (Ra. Sehat/RSH} sebagabmas 1 diatur datem keputusan Mentarl Pemukiman dan Prasarana Wiayah
Na. 24/KPT5/M/2003 g pengacaan gerumahan dan pumukiman denge  dubsigan st SUUIPaEnaban sebagaknana telab divlel deogai
T Keputussn Menter Pemukiman dan Pracarans Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dliakukan melalul Kredit Pemillkan
Rumsh barsubcidi (KPR bersubsidl) yang pambing e u paca pe stuean Mantarl Pekerfann Umum No. GO/PRT/1992 tentang persyaratan
. Yeknis Pombangunan Rumeh Susut. |
. . hngka 18 Dlis] dengan wn‘c‘n}lﬂhtam 13N atau bangunan barsangkutan
L
HURUS G Difsh dengan penghltungan Bas Perolshan Atas Tanah dan bangunen (BRHTE] of th WP.
Dalarn hat 5500 BFHTE digunakan untuk setoran berdasarksn STRD BPHTB/SKP 2B Kurang Bayar/SKPBO Kurang Bayar Tambahan sebagaimana huref 0.5 atau berdasackan huruf
D.d mala orut C tdwie pariu didl
Angkn1  Milal Perclehan Objek Pajak {NPOP) di:t dengan mempertimbangka « NIOP PBB dan harga transaksl/nilal pasar objek pajak. Oalam hal harga transaksi/nlls pasar
objek pajak tidak diketabul atau lebth r=ndah darl SJOP PBE gunaks 1 KJOP sebagal dasar perbitungan
Angka2  Diisl sesual dengan basamya NPOPTXP untuk Kabupaten/Kota yang b gkutan yang ditetapkan Kepals Daerah {Informast mengenal besarnya NPOPTKP dapat
dipercieh melalul Dinas Pendapatan Daerah S pat}.
hngka 3 Cukyp Jeies
Angka 4 Disl dengan hasH parkaNan sntars NPOPKP (angks 3) dengan tarif j.ajak secesar 5% [sesual Fasal...Perda Na.... Tahun....oe..... H
HURUF [ DIis| dengan memberikan tanda®X" pada kotak yang sesual dengan dasar seor ing WP melakukan setoran pajak

[T

Hurufa. jika akan dilakyk bag, huruf €
Hurufb.  Jka satoran ditakukan tdwk manggunakan perhitungan di huruf €, etapl menggunakan Surat Taginan Pajak Daerah BPHTB (STPD BPHTB), Surat Ketetapan Pajak

Dastsh BPHTS Kureng Bayar (SKPOS Kurang Bayar), stau Surst Kete tapan Pajak Dasrah
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BERFUNGSI SEVAGAI SURAT PEMBERITAHUAN (}

PAIAK DUMI DAN BANGUNAN {SPCE PBB}

BILK IFAIAK

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD-BPHTB )

Lembar 5

Untuk Bank yang ditunjuk

Hentdabigia Manw i

IEINA!
L]

RHATIAN: Bacalah patunjuk penglstan pnda halaman helakang lambar inl terleblh dahulu.

A. 1, Nams Wajib Pajak:

PENDAPATAN REUANGAN DAN ASET KAHUFATEN SUMBANWA

HEEEREEREN

3. NPW#:

3. Alamat Walb Pajak:

4, Kelurahsn/Desa:

5, RT/RW:

6, Kecamatan:

7. Xabupaten/Kote:

K. Esle Pos:

1. Namor (el Bejuk (MO PR

2. Letak tansh den wtdu bang

(1 OO 113 113 O CT 0 [

3. Kelurahen/Dess:

4. RT/RW:

_5.:_ Kecematan:

ooy KabupatangKaa:

Mghlmﬂln NIDF Phb:

[
O .

€. Pengurangan dibitung sendirt menjadl;

Lua NP Bl il
ratan (P s i ch I B IRIN pTHRD { DM s kers ST IRH B oridine Luan x NIOHE PRE /S m2 .
Ik sy i st chattis dmad 4 Puateisat ' '
Tunaby { Ml ) | oW 1] ik ¥y it 3
Bangunan el RIRLY 12| U Jm:ﬂ:
MILIF #1HH 14 o m—:
15, Janls percletnn hak atas tensh dun atsy banguitan: Dj 14. Hurgos Transaksl/milal pasar p.
18, Nomor Sertifikat:
.C. Perhitungan BPHTE { Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wallb Pajak }
3. Wilat Perolehan Objek Pajak {NPOP} mempemétlkan nilal pada B. 13 dan B, 14 1 - Rp.
- (RN L2 N i B
E* 1. Nilal Perplehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) 1L Ro.
if' 3. Nisl Parolshan Objek Pajek Kens Pajak { HPOPKP ) oogka1-angkaz | 3 | P®  Ro.
F‘L 4. Beo Perolensn Hak atas Tanah dan Bangunan yarg Lerutang SMapmgta? | 4 » Rp.
h N
‘D Jwmiah Setoran berdasarian:
D a. Penghltungan Wajib Pajak
" b STPD BPHTB / SKPDS KURANG BAYAR [ SKPBD
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggal:

ED 9 berdasackan Peraturan KDH No:

JUMLAH YANG DISETOR {dengan angka):

{dengan huruf):

ke

[inprokosankaon perhitungor C.4 clon pléhan A 0}

I

n

L

ty MENGETAHUI DIVERIMA DLEH: Yalah Diverfingal:
WANIB PAJAK f PENYETOR PPAT f MOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
LET T3 .
Hama lengheap dan tanda tangan Nama engkag dan tards tangan Hurp bengkapn dan tanda tangan Namy lengkap dan tanda tangan

(Hatwa dfisi oleh

Nemor Dokumnen;

NOP PBB baru:




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAK DAN BANGUNAN Lembar 6
( SSPD-BPHTB ) Untuk Bank yang
SLRFUNGSI SESAGAL SURAT PERMBERITAHUAN OB IEK PAIAK ditunkik/Bandahara
PAIAK HLIMI DAN BANGLUNAN (S0P [F13#Y)
HNAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET KABLIPATEN SUMBAWA
PERHATIAN] Bacalah petunjuy pengislan nada halaman belakaisg barbar sk ekt datula,
A L Nama Walll Pajek: I ] I ] I ] I | 1 |
1. NPWP:
3. Alemat Wa)ib Pajok:
4, Kelurahan/Desa; 5, AT HwW: &, Kecamatan:
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos:
o 1 nemorommrmaionen: L1 | [ 1] (1 1) (11 ELL) LTI [
2. Letak tanah dan steu bangunan:
3. Kelurahan/Desa: 4. AT/RwW:
4. Kecamatan: f KabupalenfKata:
Penghitungan NJOP FBB:
deran NP PRE S mid
{drafnn e Dt Dasianthi chuit bl Ltrighoisots) poaing 10k e hannds & sln WL PR AL G Jipin w NI PHE S i d
0 Bk gt e ettt Ik g dubun . e ) "y
Tanah { Buml ) 7 mif 9 |Rp 11[Rp I .
Rahinn A R A LU : Ll R Lok s 40
MG Pt 13| Rp m
1%, Jonin perniehan hak stas tanah dan sisu bangiman: | . |__| 14, Hargn Fransabad/WUnl pasar Rp
16. Nomor Sartiflkat:
L. AKUMULASI NILAY FEROLERAN HAK SEFHELUMNYA | g
©. Perhitungan BPHTB [ Hanya difsi berdasarkan parbitungan Wallb Pajak }
1. Milal Perolghan Olyek Pajak {NPOP) mamperhatikan nilal pade b, 13 dan 8. 14 L
2. Wilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP | 21 e
3. Nile! Parolghan Objek Pajak Kenn Pajak { NPOPKP | wgial wgraz | 3™ mp
4. Baa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% ¥ angko 3 4 Rp.
£ Jumiah Setoran berdusarian:
D o .P.M_Ilt__v.pqn_n Walh Pajak
b. STPD BPHTB / SKPDB XKUAANG BAYAR / SKPBD
’ KURANG BAYAR TAMBAHAN °] Nomar: Tanual:
. D ¢. Pangurangan dihitung sendin menjad): Dj % bardasarkan Peraturan KDH No:.
O -
JUMLAH YANG DISETOR jdengan angkas): {dengan huruf):
[5e. 1 / ]
(bendasarkan perhitungan C.A4 dov plian of D)
tgl WMENGETAHUI DITERIM A OLEH: Telah Diverifikasl:
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BFHTB DINAS PERDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
EARERAT s s
Marna lenglag dar tanda tangan Hadmd lengkap dan 1anda tangan Kama lengkdp dan Landd 1angan Nama ienghap dan tands tangan
|Nanya dRsi aieh: Nemor Dokumen: |||F||II][JII'|I[|!J
| otingts DPPRAD
NOP PB baru: (O CO OO Ot e o

A —
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PETUMNIUK PENGISISAN SSPD BPHTE

Fuskrtuuhr bl Lardiel dan 6 {unmm s Sermiar, e b et Cane oileiima Wajite Pajan (W) sebisgan bukfl peenbiayaran; leralmn Kadum dibes e PEAL baivibiay keliga ditenng Kepald kistur
Meng I"lttn‘.ghlp;ltabupulu@lau; Levrloar kmampat ditatimd Fungsl I'ch\rnnill vlalul Walib Pajak [ai; Larobar kelini ditirion Bang yang ditunjuk; dan Lombar keanam ditelimag
werdahurn Penmiima

|uikaht 35PD SPHYS Ind dangen huruf cetak kapital atau dikelik
“Sunien tetu BSFD BPHT D uniub setisg swtoran den satisp [ends paralehan bak stes issh den/aleg Bangunan.

Fesrmulir ind dnpat [uga dig URTLK Peralayanan Slas sudiu prmrhos Lokt by pusgungbapan kathlakOstaean paigidiongas W,

CARA PRSRHIAN:

Dings Pgndapatan Osarsh, dils) dangan Dinas Pendapatan Daersh yany witiyilh kei|aiiya malipull latsk tenaly dan slau bangutian

HURUF & Diis! dangan duts WP
Angin |.:L| angho 8 Cullup bales

MURU% & Dués| dengan data dan Janis payolehan hak atas tanah dan atau bangunan ' )
Angha-1 Qi dangan Nomer Objek Pajsk {NOR) yung tercantum deism SPPT PBB ptas tanst dan ateu bang yang ber : zh
Angha 2 1.d 6 Diisl dengsn latak tanah dan/atsiu bang! yang haknya diparcish : ’
Angka 75,013 manipakan tabel untuk menghitung NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperaleh

Pada kobom srygia 9 dan 10 agar dhebutkan Tahun SPPT PRE angka $ dan 10 saat terjadinya perolehan

keterangan NIOP #BB yang diterbitkan oleh Xepalu Kantar Pelay PBB/KPP Pratama yang wilayah kerjanya
rratipUt Intak tanah dan barigunan atas permohonan W -

Angka 14 Diisl dengan harga transaksi yang terjadl/hargs transaks! yang tercantum dalam Risalah Lalang/fuilal pasar objek tersebut.

Angka 15 Dlisi dengan kode janis perolehan hak ataz tanah dan bangunan sebaga barlkut:

Jorls Pa:hhan Koda ienls Perclahan Hak Kode I Jenls Perolahan Hak Kode
Hi
- Parvingaban Hk - Aarmnarubkan dslam parsercsn/badan bukum lalinys i - Patowkaran tineli 1
- il . 01 ~F han hak yarg gakitkan peralib 0r |- Hadiah 1)
- Tuksr Manukar 02 - Penunjukkan pemberl dalam ielang 08 |- Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat dan ASS melalul KPR Q
- Hiksphy Q3 - Mretadaacsanin puilupst haklog yang commpiiiyal kekaslan bokimm Tres wulindi It *3 "
- Feby Waaiat o4 1nlap [ Pastiilyuta 1 1k iy In
- Warls .05 - Panggabungan usaha 10 §- Permberlan hak baru sobagal kelan)utan pelepasan bak 17
) - Pekebaran usaha . . 11 §-Pembedoan hak baru diuar pelepasan hak
*} Dalam hal Perolehan Hak Rumsh Sedart Sahat {Rs. SehatfASH] sebagaima a diatur felam kgputusan Menieri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
No. 24/XPT5/M/ID03 Wntang pangadaan perumahan dan ki danga,s dukungan fasiltas Subsidi ferumahan sebagaimana telab diubah dengan
KMun A P ki dan Py 3 Wilayal No. JOURPTS/MAIO0H dan runiah Sucun $aderhand yang diiakikan avalslul Kredit Pemillhan
Aumsh bersubsidl (KPR Iunulw!m yang pambang iy gacy pada pe aturan Muster Pekarjaan Umum Ne, 60/PRT/1992 tentang persyaratan
Teknis Fambangunan Aumsh Sasun.

Angia 16 Dild dangan namor aertifiiat atas dan atau bangunan bersangkutar

HURE £ Dilsi dengan penghitungan Bea Perolehan Atas Tanah dan bangunan [BPHTB) of +h WP,
Dadam had 55P0 BPHTS digunakan untuk setoran berdasarkan STRO BFHTB/SKP: )8 Kurang Bayar/SKPBD Kurang Bayar Tambahan sabagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf
D.d maka hwruf € tidak periu diisl

Angkal Nisi Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan mempertimbangk.n NIOP BB dan harga transakst/nilal pasar objek pajak. Dalam hat harga transaks{/nilai pasar
abjek pajak tidak diketahid atau kebib rendah dar NJOP PEE gunakan MJOP sebagal dasar perhitungan

Angka 2 Dlisl secuai dengan basamya NPOPTKP untuk Kabup /hota yang ber kutan yang diletagkan Kepala Daerah {informasi mengenal basarmya NPOPTKP dapat
dipercbeh meatalul Dinas Pendapatan Daerah Setempat).

Angks3 Cukup Mlas

Angkz 4  Dilsl dengan hasil parkalian antaa NPOPKP {angka 3) dengan taril pajak sebesar 5% [sesual Pasal__.Parda No..... Tahuh........_. -]

HURUF B DHsi dergan memberikan anda™%" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setaran pajak
Hufuf a.  jlka setoran skan dilakukan sebagsimana huruf £
furufb. s dilakykan tdak manggunakan perhitungan di huruf , tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB {STPD BRHTB}, Surat Katetapan Pajak
Daerah BPHTE Kurang Gawar (SXPDA Kurang Sayar), atau Surat {etetapan Pajak Osersh




PETUNIUK PENGISISAN SSPD BPHTH

bty il Tarelir Cark 6 (Rnan) lmbar, vBar passana die o Wil Fajah (WeS sebagai bubd) peebiayaran; lamlion kedue e PFATL ol Kebigs dilenins Kepdli ol
Ndeny Flrm'-lhhupotm'{!oll; Lombar kaompat tiiwmind Funys! Pelsyonan malalul Wajib Pajak [WR); mbas kalina ditalimg g yarg ditunjub; dan Lombar weanam ditorima
Hendulinre Faneiinn
kel ASMD BHTE Inl dungan huruf cotak kapital atau dlketik

“Huniikan satu B5PD BPHTD untuk setinp setorsn dan seting jenin irolelinn hah atas iansh dan/sley bengunac,
FAHTRNE il dapat juga digunslkan untul by sy dlas suatu pesbeiubin sl pegaighapan ket AN T g WA,

CARA NI N:

mmm Dasrsh, dilsl gangsn Dinas Pendapatan Daaruhy yaryg wilayal ke janya mulipull lesk tanab dan slay bangunan
HURM A Dils] dengsn dets WP
Angn 1 i.!h anis 8 Cubup Slne

HURUE B Dlis] dengan data dan Janis perclehan hak atas tanah dan atau bangunan ' )
-+ Angha 1 Dl dengan Nomor Objak Pajek {NDP) yang tercentum delem SPPT PBG stes tensth dan atau bangunan yang barsengkutan.
 Angha 2 3.0 § Dis| dangsn letak lanah dan/stau bangunan yang haknya dipsraish ’
Angha 73.d 13 marupakan tabal untuk menghitung NiOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperaleh

Fady kelom anghs 9 dan 10 agar dixebutkan Tahun 5PPT P20 angha % dan 10 saat terjadinya perclehan

" Dalam hal NIOP P88 belum ditetapkan/belum ada SPPT PBE angka adan |Ingl;a"10 dilsf berdasarksn surat
kateryngan NJOP PBE yang diterbitkan oleh Kepaln Kantor Palaysnan PB3/KPP Pratama yang wilayah karjanya
rneNpirts letak tanah den barigunan atas permohonan WR .

Angia 14 DHsé dengan hargs transaksl yang teriadi/hargs transsksl yang tercantum datam Risalab Lelang/nilai pasar objek tersebut.
Angha 15 Otisi dengen kode jenis persishan hak atas tanah dan bangunan sebagal berlkut:

s p::l;hm Kodw lIenls Perclahan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode
- Pusningiphon Hak -F kan dikeen § foadan bhum lainnya |- ekt et [F]
- Juial sk a -~ Ppmisahan hak yang mengakitkan paraliban 97 {- Hadiah 14
- Tuklrﬂlenukar ar - Perwinjukkan pemberd dalam lelang 08 |- Perciehan Hak Rumah Sedertana Sehat dan RSS melakil KPR Q
- Hikaly [+1] - Pratlahariann ||u|u.m| hmkient yaog mmnpunya kphustan b ko It stibishil *| I "
! - M W lat o4 ilag b 7] Fuyiiia i Dk kit in
- 'Warls .06 - Panggabungan usaha 10 |- Pemberisn hak baru sebagei kelanj peieg hak 17
) - Pelebaran us.:h:n . ) 11 - Pamberish hak baru diluar pelepasan hak
*} Datarm hal Perclehsn Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehai/RSH) sebagaima w dlatur dalam kaputusan Mentesi Pemukiman dan Pr Wilayah
N, 24/KATS/M/ 2003 tantang pangadasn perumahan dan p ki denga 1 dukungan fasditas Subsidi Perumahan sebagaimana telah divtah dengen
D : I i P L dan Prmtina Wilaysh No. 20/XPTS/NSI004 dan l‘ul‘nlf‘l Susun Sedend yang dllakub Inlul Krwdlit Pemiiliha
Rumeh bersubsidi { KPR blnuhu‘dlj yang pembangunannya mangacy pada pe aturan Manteri Pekerjaan Umum No. GO/PRT/1952 tentang persyssatan
Telonis fembangunan Rumah nln‘un.

Angka 16 Dyl dengan nomoc sartifikat ntas dan atau bangunan barsangkutar

HURF € Dzl d ghi Sea Perolehan Atas Tensh dan bangunan (BPHTB) of th WP.

Dalam H;SPD BRHTE ﬁumkm untuk setoran berdasarkan STRD BPHTE/SKP. )8 Xurang Bayar/SXPBD Kurang Bayar Tambahan sehagaimana hurul Db atau berdasarkan huruf

D.d maka huruf C tidak periu ditsi
Angka 1  Nilal Percletan Objek Pajak {NPOP) dlisi dengan mempertimbangki.n NJOP PBB dan harga transaksi/nilal pasar objek pajak. Dalam hal harga transaksl/nilaé pasar

objek pajak tdak diketahul atau bebib rendah dari NJOF PBB gunakan NIOP sebagai dasar perhitungan

Angka 2 Dils) sesuni dengan basarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yan 7 bersangkutan yang ditetapkan Kepala Dasrah {infarmasl mengenal besarhya NPOPTKP dapat

di dah meisiul Dinas Pend, Daerah Setempat).

! *

Angka3d  Cukup Jelas
Angkad  Dils! dengan hasit perkaliao anters NPOPKP (angka 3) dengan taril pzjak sebesar 5% [sesuat Pasal.... Parda Na... Tahun.........

HURUF O Misl cengan memberikan @nda“X" pada kotak yang sesual dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak
Myurufa  jika setoran akan dRakuksn sebagaimana huruf ©
Hurufb.  Hka satoran dilakukan tdak manggunakan perbitungan di hurul €, tetapl menggunakan Surat Tagihan Pajak Duerah BPHTB (STPD BRHTB), Surat Katatapan Pajak

Daerah BPHTE Kurang Bayar [SKPDS Kurang Bayar), afau Surat etetapan Pajak Daerah




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
8EA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD-BPHTB )

[ SUMBAWAL |

Lembar 6

Untuk Bank yang

1 RELINGST S DAGAL SURAT PEMEBERITAHUAN OMIUK PAIAK
PAIAK LML DAN BANGLNAN [SPOP ')

ditunjuk/Bendabara

NAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMHAWA

BEAHATIAN] Bacalah petunjul pengislan pada halaman balakang tamlar 10 tot et e,

A 1. Mama Wafib Pajak: l [ l [ J I l-l l |
1, NPwWM
3. Alamat Wallb Pajek:
4, Keiurahsn/Oesa: 5. RT/HWh 6, Kecamatan:
7. Kabupaten/Kota: 8, Koda Pos:

o 1 Nomorobiscomkivonpus | 1 | O [T O OO0 010

2, Latak tanah dan atau bangunan:

N

3. Kelurshan/Dasa: A. RT/Mw:
%, Kacamatan: b Kalsipatuii/Kola,

Penghitungan NJOP PBS:

Him NICGP PRI in?
Uraian {d0nind e Faavannts smb Hivabt KRG e §AHE Bl bt hadnd P L P R e g U NP R LTI
' Pkt e sty s etk ik /AR o ) )
: : + R f .
Tanh { Buml ) 7 mi| 9 |Rp 11{Rp erreRTr
it 3] : ]
Haniise A [T L : i Lattnabu B 3 s 1B
MK PHb 13 Hp [t i i ] :
14, Jonin perodehan hak ates tannh dan ste: bangaaen: I " | __| 14 Hargs Trarahkal/Nilal pasar 1!|| o

L&, Nomer Sectifikat:

(. ARUMLILASI NILAL FERULEHAN HAK SEBELUMNYA [ M.
. Porhltungsn BPHTB { Hanya dils} berdasarken perhitungan Wajlb Pajak }
1. Niinj Perolehan Qbjek Pejak {NPOP) mem'perhntlkm nital pada B, 13 dan &, 14 1 - Hp.
2. Rliai Peralehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP | 2 > Rp.
3. Nilsi Perolehan Objak Pujak Kena Pajak { NPGPKP ] nngha 1-angio? | 3 | R
4, Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang K 4 anfko 3 4 | Rp.
£, Jumlah Setoran berdasarkan:
D .. & Penghltungan Wajib Pajak
b STPD BPHTE / SKPDB KURANG BAYAR / SKPBD
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggal:
D ¢. Pangursngan dihliung sandirl manjadi: Dj % hecdatarkan Peraturan KDH No:
I
JUMULAH YANG DISETOR (dengan angka): {dengan huruf):
lﬂa / /
fberdasgrkan periftungan C4 dan plihan o1 0]
tgl MENGETAHUA DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasl:
WAIIB PAIAX / PENYETOA PPAT } NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE DINAS PENDAPATAMN KELANGAN DAN ASET
EANEEAT . e i s
Nama kingkap dan tansda tingan MNarma lenghag dan tanda langan Mama engkap dan tands tangan Nama lengiap dan tanda Langan

hovsce, Mormonane (1] (17 [TTJ
[0 OO (107 |

HEEEREEN
| L L] b [ LTT]

NOP BB baru:

| [
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D. BAGAN ALIR

Prosaddue Pembayaran BPHTE oleh Penerima Hak Tanah dan/atau Bangunan
Urnlan Sabx:*ll:l:‘:{:t Hak Waneh wanigg Dilun)ief Reslalist s IPotor i aan
1" ool Prosedar
|t el
1, Derdasarkan  prosedur  pergurussn  dkle m‘mwﬁ
pemvindahan hak, makn Walib Pajsk menarima SSRD- T
JPHTR darl PPAT. ]
,...,.,i, yo eb
il vy
flamaar 3} - : fiomancd) - !
2. Wajh Pask membaysr BPHTB lerutsng dun bdedy N, | Menbayer i | l
myershkan SSPO-BPHTA  kepada dank yang embat %" ) 0o Nl "’”Tﬂ i prberyly
Oitunjuky Bancdahars Parurimann, WhewEr
— PO WITR
), Bank vang Ditunjux/ Bandahara Penerimaan _____L__‘ i
nama  pembayeran, menandatangani  SSPD- enerins -
PHTE, mengarsip SSPD-BPHTB bembar 5 dan 6, dan Peerayarsn BPHTR
nysrabikan SSPD-APHTO familwr | 3, % dlen 4 & mdolatuiganl
upidhd Wajlk Pajak. e AMH
H. Wallb Pajab wriarima SSPO-BPHTA lainbias 1, 2, 4, I.,.,.L
bana, wwll omiat )"
[lmbir3y |
(T L
mmj
,’/_
Mangarspalkan
ohonan )
%, Walib Pajak kermudian mengajukan permohonan pum:mm ::;m“ "er“r‘:n}
benalitian SSPD-BPHTE kepads Fungs! Pelavanan, BOHTS he DPPRAD prosea peiagran

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal

BUP UMBAWA

JAMALUDDIN MALIK
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Lampiran Il

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH -
BPHTB (8SPD-BPHTB)

A.

GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Satoran Pajak Daerah BPHTB merupakan
proses veriflkasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek
pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
Prosedur inl dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran
BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB melalui Bank NTB/ Bendahara Khusus Penerima (BKP).
Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi
Pelayanan di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten
Sumbawa. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak
terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB.

PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada
Fungsi Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang
telah dibayarkan.
2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek
pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Dasrah BPHTB.
Fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk:
- meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan
Informasi;
- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait
objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
- menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah

diverifikasi,

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini
menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan.
Fungsi Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk:
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- mengelo‘la database objek pajak yang termasuk dalam witayah
wewenangnya; dan

- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi
Pelayanan,

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang
dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:
- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah
(NTPDY SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/
Surat Izin Mengemudi/ Paspor);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
Fotokopl Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungen Keluarga,
dalam hal transaksi waris.
- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu NPWP;
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Waijib Pajak mengisi Formuiir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib
Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD
BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi
Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD
BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib
Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait
objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB
yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan
Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari
Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data & informasi menarik data yang
dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data &
informasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form
Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data & informasi lalu menyerahkan

kembali data Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.
Lampiran Ill : Prosedur Penelitian







Lanakah 4

Fungsl Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data
objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Fungsi Pelayanan
kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTSB
dan dokumen pendukung SSPD B8PHTB berdasarkan data objek pajak dari
Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, Dinas
Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa berhak melakukan
penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara rill. Mekanisme
dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah §
Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan
menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan
mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi
Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada
Wajib Pajak.
Langkah 8

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi
Pelayanan.
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[SUMBAWA

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD-BPHTB )

Lembard

Untuk UPPKADL

BERFUNGS! Sk DAGAI SURAT PFMBFRITAHUAN QRIEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

BINAS PFNDAPATAN KEUANGAN DAN ASFT KARLIPATEN SUMBAWA

PERHATIAN: Hacalah petunfuk penglslan pada halaman belakang lembar nl terlabib datwiu,

A 1. Nama Wall Pajnk:

LTI LT

2. NPWP:

1. Alamat Wl||h Pl'lk:

4. Kelurahan/Desn:

5. RT/HW:

B Kecamalan;

1. _¥nbupsten/Kota:

H. Kenle Pos

W 1. Nomer Objek Pajak {NOP) PBB:
1. Letak tanah dan atau bangunan:

(T OO0 CTT0 [T CLT OO O

¥, Xelurahan/Desa:

4. IS

5. Kecamatan:

6. Kabupaten/Kota:

fenghitungan NIOP PBB:

16, Nomaor Sartifikat;

Lnas NIOP PAB / ind
Uraian { Dilsf huas teaoh dan ataw banguncn yong { Dvis berdasarkan SFET PBS tohun tegadinn Luas x NJOP PBB / m2
hetkertitn ppsarciieh poer et frush / Favteret RV |
T ] i e AP o ".'_]..._, '"[5;.;;,%‘.-;?—_’—;&‘-&;3---——
Bangunan ) m*| 10|Ap 12| Re i
Nltl)l' ran- |13 Rp ) e I
1%, lenls perolehan hak aras tanah dan aia baogunan: I | | T PR branin bkl NI pras . '

L& _Pechitungan SPHTB { Hanys dial bordasarkan perhltungan Wajlb Pajak )

dalam proses penelitian

1. Niisl Parolehar Objek Pajak {NPOP} memperhatiken nilai pada B, 13 dan B. 14 1 > Ap.
2. Hilal Perclehan Dbjek Pajak Tidak Kené Pajak { NPOFPTKF ] s > Ap.
9. Nilai Percishan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP | cagko 2-angka | 3 > e
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang Skrangkay | & > Rp.
‘D. Jumish Setoran bardusarksn:
D a. Penghitungan Wajib Pajak
b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPBD
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanﬁai:
D ¢. Pengurangan dihltung sendin menjadt: [D % berdasarkan Peraturan KDH No:
e
JUMLAH YANG DISETOR {dengan angka): {dengan huruf):
|}lp. l " "
[berdargrkon periitungan C.4 dav pihon di 0}
gt MENGETAHU! DITERIMA, OLEH: Telzh Diverifikasi:
WAJIB PASAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE DINAS PENDAPATAN KEVANGAN DAN ASET
FANEED T crcosviecen s et et
Nama langiap dan tanda 1angan Hama lengkap dan tanda tangan Mama iengan dan tanda tangan HNama lengkap dan tanda tangan

Hanya diki cleh Romor Dekumen:

petuigas DPPKAD
NOP PBB baru:




PETUNIIK

PENGISISAN SSPD 3PHTB

Tt prinalir W Duro] gard & (wnars) ek, leanbae ot dives ine Wl Pajak {WH} n_lalulli FoniM 1 ot iyt an ity Bmalipa dnmeinn e PRAE, Tomabist Matiga iitmrinna Kepla Kankoy
i qu.h!u KabupalanyMuote; Lamibu kwenpat nu[umnq'ruum Paplagansainy Dovd i) W) L0 Pt (W), Lusr bt ogliei g nllhgd 1 Ghatva sl i ol ok, wawt Lainhian b i illening
Herideharn Penatima
Tl 35RO SPHTE trd clongan huruf eotuk kanpsilsd ata o balih

- Hrtvplcnty watu SEPEE BRATE untub sating vetnnan e eatiag jwla pasalelm Dk stas (aneh dendat s bengunen,
Tl Uk dapat Jugn HIEURAKED URTuK Pembaysran Atas sualu peqhatlan Alau pavgunghepdn katidakbends penghifuigan We.

CARA PENEHIAN
Lnns Whwiapatan Dasrsh, dlisl cangun Oinas Pendapatan Daerah ysng wilsyal kar/anya meliputt latek tneh dan stay banguisn

HUKUY A (Hisl dangan data WP
Argrhe e b W Gl hplan
HUKUE N Diini cmngan data dan junis perclahan hab adas Lanab, dan st hangunai
Angka 1 Dixl dengan Nomor Objek Pajak (NDP} yang tarcantum dalam S#PT PRH stas tanah dan stau bangunan yang b ghutan,
Angka 2 1.d & Dlis! dangan Jatak tanah dan/atau bangunen yang heknys diparcleh
Angha 70.d 33 vngrupshan babel uniuk msnghitung IO PRA alas tanel dangstau Bagunss yeng habknys diprnieh
Paca holom angka ¥ dasy 10 agar disebutkan Tabwin SPET PEO argha 9 dan 19 eal L jaitoga g plalian
Dabam hal NJOF PRE belum ditetapkanfiubun adu SPET OHIL aiygha Ocdun arghe S0 diist bardssekan sl
keterangan NIOP POS yang diterbitkan cleh Xepalz Kantor Pelay PHE/KPP § yang wilayah kerjanya
malipuy Wetsk tanah dan bangunar: ptas permaot wp '
Atugha 34 Diad Therigan iaegs Snsaahal ynrgg §miml7iara bawnbul yani bese motlon dalisin taninls calanadtist s bk 1aaabisi
Angia 15 Dilsl dongan kade Jenis perolelian hiak atas L) tan Langunan setragal et
e ::::Im Kode latify Peroimhan Hak Kada Janis Perolahan Hak Kode
—;;th tiak = FaImassba :‘l;;ﬂl";“:l‘:l;.’I.ﬂlll‘ﬁmn‘l‘lh luii.nm Inlm.n'..-n‘l " o unl : I'-uu'-m-u Uil T 7]
- Jual el 0l - Pemisshan hak yang gekitkan peralihan 0r |- Hadiah 11
Tukot Wihnuker m - Penunjukknn pembsrl detam lalang M |- Perolehian Hak Rumah Sederhana Sehat den RSS meislnl KPR 1
hibisk 1] = P by ok g h bty Db g dtmanpnitn e kb it Db herbaldl ¥ |Q
+ Mibai Waisl 04 tetap ) 09 |- Perbesian hak baru 1
Wl 0% - Pangpabungan usahs 10 |+ Prenbierinn hak harog sabagai kelanjutan paler hak 1%
it s e e " ST [ETTTIE FIe T PTRTRY 1] (YRR IS ey o)
*1 Dabaam bl P cluhass Hab Husmsd aslai ik Seliad (Ba, St SHSH] gtk dlasin dabdni bepiilua i Meiibs ] Btk i a4 die Wiyl
o, J4/NFTS/M/2001 W peguddsan | Lviary clai iR g dukungae Tasilites Sulill Par h baga # Lielah diubah riangan
P Manitar P . ki _,,&ln P a Wilaysh Na. 20/KPTS/M/T004 dan rumah Susun Sadertiana yang dilakukan mellul Kredit Femilikan
Rrimah barsubskii {KPR'M%'M, bang ¥ gacu pada p an Manteri Pekarjaan Umum No. 50/PRT/1992 tantang parsyaratan
Angha 16 Diis| dengan nomor sartifikat atas den atau bangunan bersangkutan
o
HU“ME Dils} dangan Mtﬁw Baa Perolahan Atas Tanah dan bangunan {BFHTE) oleh WP.
Dalam hal S5PD BPHTD digunakan untuk setoran berdassrkan STPD SPHTB/SKPDA Kurang Bayar/SKPBD Kurang Bayer Tambahan sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan twruf
.d maka huruf C tidek parks dilsl
Angkal  Milai Parclehan Dbjek Pajak (NPOP) difsl deng. pertimbangksn NJOP PBB dan harga transaksi/nitai pasar objek pajak. Dalam hal harga transaksi/nllal pasar
ablek pajak tidak diketabul atany Jebih randah dari NJOP PBB gunakan MJIOP sebagai dazar perhitung
Angka2 Okl sesual dengan basarmya NPOPTKP untuk Kabup f€ota yang bersahgk yang ditetapkan Kepala Daerab {Informas! mengenal besarnys NPOPTKP dapat
diparolah malatui Qinas Pendapatan Dasrah Setempat).
Angksd  Cukup elas o
Angkad4  DHsl dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarlf pajak sebesar 5% (sesuai Pasal......Perda No..... TabP e )
HURUF D DIls] dengan memberikan tanda™X" pada kotak yang sesual dengan dasar § WI* melakukan el palak
Hutula. ks v akan dilakuk bag; huruf C

Murufb. Jika setoran dilakukan tidak menggunaian perhitungan di huruf C, tatapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Dasrah BPHTB (STPD BPHTB), Surat Ketetapan Pajak
Daerah BPHTB Kurang Bayar [SXPDB Kurang Bayar], atau Surat Ketetapan Pajak Dasrah



PETUMIIK PENGISISAN S5P0 BPHTB

Frsttrur W) Aavclied el & {anan) b, baribs o Lasna il ima Wil Pa]ak (WP} llhhl’lll Bt piwintomylt any; Benlice Kenbon dGmetina CPA L, Turmivat Wt bga (06w Wre Kapaba Kenlow
By Peiranafign Holnipatanhuts; Lusnia Reanipat MR Foipvget Palaymanary Dralalit Wl Fubsh (WED Lsentbn Noiong (ihtinnia uing yaron Uik, das Laiilis bouin difsihng
Mendahare Pansrima

It 539D BPWTH Wil dangsis huruf etk kil wtaw ikotx

enskan satu SAPED IMEHTE untk vatiag wet onan e selisgs junis gatpintwn fgh abaa (el daodsbs) bangsan,

syt 1ok dapat Juge digunalan wntul phmbayaran atas susdly pembmtuian atav pesgungkapan Wetldasbanaran punghitungan Wi

CANA RN AN,
s, Pgruiapatan Dasrah, diis dangan Dinas Pandapstan Daerah yang wilsyah karjarys imelipyd] iniak lensh dan slou basgunan
HURWE & Dl dengan Hatn W

Agin | ol wigion W Sukup Iglan

HUAYE § T0bal ctangan Gata dan janis percleshan ik Atas 1ANGH Can atau basgune .

Angka 1 DHg dangan Nomor Objek Pajak {NOP| yang torcanium dalam SPPT P33 atas tanah dan stev bangunan yeng bersangkutan.

Angks 2 5.0 6 Ods! dangan letsh tanah den/atau bangunan yang haknya diparoleh .

Angke 7 ud I8 (rverupalan Labed untul menghitung NIO P 1 as Laneh dan/sta ang yauig haknyn diparalel
Pada holom angha 9 dan 10 agat dissbutkan Tabun SPPY POD anghn § dan 10 san) Lat Jaddinys (o olelan
Danm hal NJOP BB badum ditetaphanfabum acds S0 T PHG syghe Oclar snghs 10 it bardasai ke snal
kterangan MJOP #BB yang ditarbitkan cleh Kepala Kantor Pelayanan PEE/KPP Pratamn yang wilayah kerjanya
maliput] tetak tanah dan bangunan stas permahonan WP )

Adwgha $A D1 gt [arge Qmvghnl paogg batJoliynon wn emoanbal yarigg bee atudionn dnlaen Aianinly CalangAiianmns uhisk iapaabog

Angks L5 Disl dangan kod janis parclahan hak ates 1anab dan bangunin sohagal betkut:

Jonls Parolehan Kode hacrin Perolehen Hak Kada Janls Perolaben Hak Kode
- v Hak + TRy LLabaryt pand ey il Diedh i bbb i Fuititwhat i vava B
- usl ol B ) | - Pemisahan hak yang mengukitkan paralihan a7 |- Hadiah 13
Tulkesr Waruhar n? - Perupnjuikan pemben dalaoo ekaog oA |- Parnloban Hak Rumsh Sederhana Sehar dan R5% melalul KPR 1
- Hilkaly (i1} - Prarbaha it o by Bk | ot Dom gyl hakrrabuy frie b ompnirladsli V) 1
- Hibaly Wast . 04 tetap 09 |- Pembaian hak bary 16
Wtk I LiL] - Pungehiu hataty ussha 10 |+ Paroberlan tak baru sebagal kelanfuten pelepasan hak 17
Futhigan ue s 1l | LIPFTH] ATIPITY () Y PYPTR [ TTPTTAYS RYYSOITIY 901 3
) akam hat Parolehass Hak Aumsh Seule Das Sl (R Sabunt AT xubiagatiiming dinkis dalainn gl Meilmi it b lak Prssnde s Wilayal
No, M4/KPTS/M/2001 W penygasdaan per Jran L g ki dwngan dubsngan fasllitas Suban bl Faromabss sulagainan s lelah diubeh dangsn
Aeputucen Mentan Pmu&lmqj'm Praaarana Wilayah Mo, 10/KPTS/M/1004 dan rumah Susvn Sederhana yang dilakukan metsiu) Kredit Pamillkan
Raimah barsubsidi {KPR huuu‘hfﬂ?m pambang ¥ gacu pada p Montarl Pekegjaan Umum Na. 50/PRT/1992 tantang persyaratan
< wr wro o= Toknle Pambangunan Remah Susun, - - - - F. . .

Angha 16 DHsi dengan nomor seriifikat atas den atau bangunan barsangkutan
-

Hm [ ™ dangan pm.hl!umn Bas Parclahan Atas Tanah dan bangunan {(BFHTE) olsh WP,
I Dalem hat S5PD BPHTB digunaken untuk satoran bardasarka $TPD BPHTE/SKPDE Kurang Bayar/SKPBO Kurang Bayer Tambahan sebagatmani huruf D.b atau berdesarkan huruf

03.d aka hurdf € tidels periu ditsl

Angkal  Nilal Parolehan Objek Pajak {MPOP) dilsi deng pertimbangkan NICOP PBE dan harga transaksi/nilal pasar objek pajak. Dalam hal harga transaksi/niai pasar
ohjek pajak tidak diketahui atau lebih rencah dati MIOP PAB gunakan NIOP sebiagal dasar perhitungan

Angka?  Diisl sesual dengan besarnys WAORTKP unbuk Kabupaten/Kota yang bersangk yang ditetap
dipercleh melahui Diras Pen

Angha3  Cukup Jeiss

Angkad  Dilsi dengan hatil perkallan ancara NPOPKP {angka 3) dengan tarlf pajak sebesar 5% {sasual Pasal... .. Perda No..... Tahun.......... rone]

Kepala Dasrah (Infarmast mengenal besamya NPOPTKS dapat

Daeiah Setempat).

HURUF D Dilsl dengan mamberikan tsnca”X" pada kotak yang sesval dengan dasar sporang Wi melakukan setaran pajak
Huruf o, Jiks akan dilakus bagal huruf C
Hurufb.  Jlka satoran dilakukan tidak menggyunatan perhitungan i huruf €, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB [STPD BRHTB), Surat Ketatapan Pajak
Daersh BPHTH Kurang Bayer {SKPDR Kurang Bayar], atau Surat Ketetapan Pajak Caersh




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 3
( SSPD-BPHTB ) Untuk DPPKAD

dalam proses penalitian

BERHINGS! SEBAGAL SURAT PEMBFRITAHUAN OBIEK PAIAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3POP PBB}

BINAS PENCAPATAN KEUANGAN DHAN ASFT KARLPATEN S{IMBAWA

PERHATIAN: Bacalah petunjuk penglsfan pada halaman Lelakang lembar Ind tedeblh dahylu,

A 10 Nema Wallh Pajak; I ] I I I I I l l l

2. NPWP:

1. Alemat Wallb Pajak:

4. Kelurahan/Desa: 5. RT/AW: b. Kecamatan:
7._Kabupaten/Kma; A, Kewle Pow:

n 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PHB: [_.[“'l I_‘m I | | I | I I l Ij l l l_] ] I | D

2. Letak tansh dan atau bangunan:

4. Kelurahan/Desa: A, I
§. Kmeamoatan: 6. Kapupaten/Kota:
Peaghitungan NiQP PaY: e e i
fugs NIDP PHE /02
Yrolon { Difsd fuas tonarh dan atow bangunan yong { Dits) berdasarkon SPET BBB tahun lerjodings Luas x NIOP PBE / m2
Rkt ekt bl poerehetnnt etk Fenteeect |
|anaiy [ Buml ) ! | U e e T Ty R
Bangunan B ) m? |10 |Ap 12| Rp [ o im], .
. MR, m.‘_ R Y IR
%, feals pareiehan hak atas 1anah dan atan Banganan | ] | T, bOargad Drasinabhnl /ALl e - . | .
16. Nomor Sartiflkat:
C. Pachitungan BPAHTB { Hanya diigl berdasarkan perhilungan \Wajit Pajak |
1. Nilai Perolehan Objek Pajak {NPOP) memperhatikan nllai pada B. 13 dan 8. 14 1 [P g
2. Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP } L
3. Nllal Perolehan Objek Pejak Kena Pajak [ NFOPKP | anghat-anghaz | 3 [P qp.
&4, Bea Peroichan Hak atas Tanph dan Bangunan yang terutang 5% x argho 3 4 .' Rp.
D. lumish Setoran berdasarkan:
D a, Penghitungan Wajib Pajak
b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPBD
KURANG BAYAR TAMBAHAN *! Nomor: Tanggal:
D ¢. Pengurangan dihitung sendir menjade: I:D % berdasarkan Peraturan KDH N,
I
JUMLAH YANG DISETOR [dengan angka): {dengan huruf]:

{Rp. l e rp—— . — — s /

{berdasorkan perhitunpan C.4 dav plithan df D)
[ /

tgl MENGETAHUI DITERIMA OLEH: Tefah Dlverlflasi:
WAIIB PALAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE DINAS PENDAFATAN KEUANGAN DAN ASET
FANERALL e
Hama levgkap dan tanda tangan Nama lenghkap dan 1anda tangan Narma lengkap dan 1andaz tangan Hama lengkap dan tanda tangan
hu.mamuh komer Dokdmen. ‘ | [ | | , I ] I ] I I | [ | l I 1 H
| partisgas DPPKAD .
NOP 288 bar: HERENRUNN NN RENEEERERE




B

Lamipiran o b [salu) sel
Hal s arigdipraian S5E0 AT ancak ditelii
Kepada ; Yth,

Kepala Dinas Mandapstan Kevangdan dac Asel Kalmm!nn Sk awe,

Yang bartalide tahgen ol Dawal ing :
Nama Wallb Pajak

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN $SPO-BPHTB

NPWP 5i£]llltllll[[lllllll|

Alamat

Parsama (ol metyrmmgpalivan %94 PTG ang ok el alas perglsban ok alis taoal dan fdatasag hanginan
sabagal benikul :

NOP AU 0y D O R S 0 O

Alamat

Desa/Keiurahan
Kabupalen/Kina

Tutlmnplr dobkiuiiot sohisgal hieelbt -

{1) SSPD-BPHTH yang Larterd Nomwr Fransaksl Paneiinddi Lidarali (810D 7 S50 BETIL diae ol Bk
Penerimaan Daerah (BPD)*)

(2) Fotokopl SPPT atau STTS/ Struk ATM bukt} pembayaran PBB/ Buktl Pembayaran PBB

Ininrya Tabun o o ?)

{3) Fotokonl kientitas Wejth Pajab Lietopa

(4) Surat Kuasa darl Wajib Pajak **)

(5) Forokopl identitas Kuasa Waplb Pajak **)

i I"mnluml Karin WINWIE

7. e e

Demiklan disampalkan untuk dapat dliakukan penclitlan S5P0-BPHTR,

Keterangan: , 2
*) coret yang tidak perlu Wajlb pajak/Kuasa Wallb Pajak *}
ey datam hal dikuasakan

PENELITIAN

Slt!lah melakukan pemoeriksaan dan panalaahan S5SPD BPHTH dan dokumen pendhikung darl Wallb Pajak, detgan inf kami
Darwatakan

- Data objek pajak yang tercantum dalarn S5P0-BPHTS telah sesuai
- Nilal BPHTR terutang yang tercantuem dalam SSPD-BPHTE telah sesual
- Dokumen pendukung paralehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap

.. 20

Fungsi Pelayanan

Lampiran il : Prosedur Penelitian
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FORM PENGAJUAN DATA

Dangan hormat,
Sehubungan dengan proses panelilan SSPO-BRHITE yang sedang barfadai, denganint kaml mengajukiin
permintaan data tarkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan ates

Narma Wajib Pijak :
WP | T 0T UL UL L L) CT

Serta data objek pajak atas
Nomor Objek Palak (vor) [ ] [T 11 [T I CCTT3 O

Atas perhatlan dan kerjasaminys karmd mergucapiein tacima koslh,

, 20
Fungst pelayanan

Lampiran iif : Prosedur Penelitian







T t DATA OBJEK PAIAK
Dengan Monmt,
Dibawah Inl rrerupakan data yang andg butuhkan dalam proses peneitlan SSPD-BPHTE, yaltu:
1. Narra Weib Pajak :
2.n0 ) ORI O O o
3, Parodohaan Tk Selane Ly e Joban

a. -

'I!l DY

L, e,

d. - —

.

e e = e e A

anororoiiekpajakvory (1] [T 1 (T 1] (717 (17 (1T T] O

5. Letak tanah/bangunan;
6. KelurahanyDesas TRIRN. | oeeeeeeesre
8. Keamatan A KalupatenMota:
Perghitungan NJOP P8B:
Luas NJOP PBB / m?
Uraian {Dilsi luas tanah don Raubangunan{  (Olis) berdasarknn SPPT P83 tahun Luas x NIOP PBB / rr?
Vary lukiya e jadiya .
dperclah) perolehan hak / tahun.......}
Tarh (burri) 7 m 9 11fRp
Bargunan B m 104 12|Rp
NIOP PBB 13|Rp

Semoga cbta ini dapmt berguna dalam groses penditian SSPD-BPHTB. Terima Kasih

Fungsl Pergelolaan Deta
& Informasi

Lampiran lil : Prosedur Penelitian
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D. BAGAN ALIR

Urian

Wajib Pajak
selalo; Penatima Hak

Fungsi Pengolzhar Data &
Infomasi

1, Wajlb Pajak salaku peneriaia hak menyiapkan
umen terkak paneliian SSPD-BPHTB. Wajib Palok

kemudian  mangajukan  Formuk  Pemohonan)

Peralifan SSPO-BPHTB yang dilampiri dengan
SSPD-BPHTE lembar 1, 2, 3, dan 4, dan dokumen
pandukung lainnya ke Fungsi Pelayanan,

2. Berdasarkan Formult Pemohonan Penelifan
SSPO-BPHTB yeng diterima, Fungsl Pelayanan
mengapuian data terkait objek pajak kepada Fungsi
Pengokshian Data § Informasi dengan menggunakan
Form Pengjutn Data,

3. Fungsi Pangolahan Data & nformasi menyediakan
dsta tarkail obiek pajek danpan membuka dalabase
iobiek pajek.

. Fungsi Pangolahan Data & Informasi mengisi data

k pajsx pade Fom Pangajuan Date,  Fungsl

angolahan Data & (formasi kemudian menyerahkan
Foem Pongajuan Data kepeda Fungst Palaysnan.

. Fungsi Pefayanan menefid SSPD-BPHTB dan
lampirandampiran pendukung berdasarkan dsla objek
pajak yang Gderima dad Fungsi Pengolahan Data &
nformast.

6. Fungei Pelayanan menandatangari SSPD-BPHTB
dan menyershkannya kepada Wajib Pajak

Hubamn -

ks onari bl
punwli B3

S5PD-BPHTE

| uumm.-pa :

Pyl ||
N \ A
[P&Iﬂqullldn
[ twm Tonkrid (b
! | t Fangapnn 1 Il
[ Dui {Tarki} ‘ l

fum
Pangagsn
DatnTowisd

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal

BUPATFBUMBAWA

Ocurnlo—

JAMALUDDIN MALIK

Lampiran Il : Prosedur Penelitian
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Lampiran IV

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan
hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilekukan oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan
hak atas tanah telah terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

B. PIHAK TERKAIT

1. WaJlb Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung
pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Wajib Pgjak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak

atas tanah ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang

dan bertugas untuk:

- mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan

- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kantor Badan
Pertanahan Nasional.

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di
wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional berwenang dan bertugas untuk:
- memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas
tanah; dan
- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

Lampiran IV : Prosedur Pendaftaran







C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak
menerima Surat Setoran Pajak Dasrah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2
dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh
Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor
Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti
Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pegjabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT).

Lanakah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penarimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari
Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan
menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,

Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti

Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Kantor Badan Pertanahan
Nasional.

Langkah 4

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional menerima dokumen pengajuan
pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan
kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan ialu
mempeéerbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah.

Langkah §

Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB (SSPD BPHTB) iembar 3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu
' Lampiran IV . Prosedur Pendaftaran







menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
serta Bukti Peneririaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada PPAT.

Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
yang telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Langkah 8 :
Waijlb Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

Lampiran IV : Prosedur Pendaftaran







SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PERCLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD-BPHTB )

B el R e N RSP T B LI

Lembar3

Untuk Kepala Kantor

BERFUNGSI SEBAGAL SURAT PEMRBERITAHUAN CORIFK PAIAK
PAJAK BUMI DAN BANGUMAN (SPOP PBB)

Bldang Partanahan

PENDAPATAN KELANGAN DAN ASET KABUPATEN SLIMBAWA

JMAHATIAN: Batulah petunjuk penglsian pada halaman belakang lambar Il worlebih dahulu,

. Nama Wajlb Pajak:

BERNENEEER

. NPWP:

. Kalurahen/Desa:

b, k1AW

B, Kacdmadlar;

1
F
3, Alamat W‘lllb Pllnk:
4
7

. Kabupaten/Kota:

8. Kode Pos!

-B. 1, Nomor Objek Pajak {NOP) PBB:
2, Letak tanah den ateu bangunan:

I-T-]IIII.I'II[I]IIIIIIII'[IE]

3, Kelurshan/Dess:

4. RT/RW:

5. Kncamalan:

4. habupateny/Kita;

:ﬂ\ltuﬂ[ln NJOP PHB:

Uralan

LS

| Dl Ly sy oy ik BONGHININ YOy

Mrkatpw oseroteh

NICHY FRHF )

| D bae ckasar ket ST P dnhun teefodieryo
itz avhednct Inek F ikt -

Luos x NJOP PBE / m2

‘Tanat [ Buml |

LTS

"

Bangunan

m*

Ly |Hp

2

Hp

18, Nomor Sertifikat:

15. Jenls perolehan hak atas tansh dan atau bangunan;

[T

NI I'H

14, Harga Transaksl/Nilal pu'sar :

34

Hp

lnp.

-C. _Perhiltungan BPHTE { Hanya dilst berdasarkan perhitungan Walb Pajak |

Ap.

- .
1. Mila! Perolehan Objek Pajak (HPOP) memperhatikan nliai pada 8. 13 dan B. 14

Rp.

2, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP )
3. Mllai Perolehan Objek Pajak Kena Palak [ NPOPKP )

ok 1 - aogie 2

A

4, Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

5% x angka 3

B olw e e

vivvy

Rp.

D. Jumlih Sétoran berdasirian;

[l

0
O .

a, Plnaﬁltunqln waljib Pajak

¢ Pengurangan dihitung sendin menjadi:

- b. STPD BPHTE / S5KPDE KURANG BAYAR / SKPBD
KURANG BAYAR TAMBAHAN *)

Namor:

Tanggal:

ED % bardasarkan Peraturan KDH No:

IUMLAH YANG DISETOR (dengan angka):

Inp.

[herdosorkan periiungon C.4 dan pithon of )

{dengan huruf]:

gl
WAIB PAIAK { PENYETCR

MENGETAHLN
PPAT f NOTARIS

Nama benghap dan teods tingan

Narna langkap dan Landa tangan

DITERIMA OLEM:

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTS

L ETLT1- ] e ——

Hama lenghap dan 1anda tangan

Telah Diverifikas|:
DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET

Nama lenghdp dan tanda tangan

Marrya ditsi oleh Nomor Dokumen:

NOP PBB baru:




PETUMNIUK PENGISISAN SSPD BPHTB

il I bardid et & Commmm) hemviaat, lnsnbet prevt Lyt +[Hahiona Waalls Pajsk (W) wabiagial Dk 1 oot eyt mrg bbae kstlna it PPAT, Imnbar Ratign iteeima Kejialn Kantor
'“'N Emhlﬂ AabupatonyKota; Lombar keampat ditasimafungsl Pelayansn malyhl Wl Pajak (WP Lumbal kalling dibac g Bang yang ditinjuk, dao Lembar kagnam darinig
Bendahars Panarima

Witeh BSPD BPHTI o dtygan hairul coted kepital sla dliketik

‘Sunaken satu S3PD BRAHTR untlut satlip KALOTEN an 1atep Janis parolelan hab stas wnah dan/atey bangunan,

Feeraulic () dapat juga clgunakan untuk pambayaran atas suatu pematulan stau pengunghapan katldakb un panghitungan W0,

CARA PENUISIAN:
Dinat Patylpatan Dastah, dilsl devgan Dok Pandapatas Dasi s yaig wibsyali ket alyes maliputh lrtuk e den st bangs inan
HLHUIE A Ol clungan data We

Angha 13,d angka B Cubup Juiss

HURUE & Dl dergan data dan Janis perolehan hak atas tanan dan atau bangunen L
Angha 1 Diisi angan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tarcantum dalam SFRT BB atas tanot dan stsu bangunan yang Garnaiighutan,
Angha 2 5. 6 Disl dangan latak tshah danfatau bangunan yang haknya diperoleh '
Angda73.813  mavupakan tabel untuk maenghitung NIOP PBB atas tanah dan/avau bangunan yang haknya diperaieh
Pada kolom angka % dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB angka 9 dan 10 saat terfadinya perolehan
Dadam hal NJOP PBB belum ditetapkan/balum ada SPPT PEE angka Sdan angka 10 dils! berdasarkan surat
ketarngsrs MIOP PBB yang diterbitkan olsh Kepala Kantor Pelay PBR/XPP P yang wlayah kerjanya
maliputl lotak Lunah dan | ™ Y 4Ll | h Wi
Angka 14 Dis! dengin harga transaks) yang taljadi/is ga tansakst yang tarcantum dabun Rissah Lelong/ivle pasa objok teisab.
Angka 15 DHsl dengan kode janis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikul:

H Parciahe Kinitu Iwivla Haeaiinlimin timk hiw Fonnte Pt eelnlymps Kok Fridu
Hith :
- Parvimiininn Hak : « Pumasukan dalam persaconn/oadan hukum (snys . 06 |- Perneharan usaha 12
Sl 1) + Fmpritgalian Wk yaing il Ty it Ay wr i linh 1
- Tulaw :mnuhr 02 - Panunjukkan pamien n.alnm lelang 1] Faivlahian Hak il 2euderina Sabal ddn Has indbalu) KER 1
- Hibah , . 1] « Palaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum bersubsidi *) 1
ik I'MM H fntap 0] Porwhar hn bink bk 14
Wil 05 - Pungyabiungan uanhe 1] Freinboet bani bah biut b sebagal helanuban pobapsess liak b
' - Pelebaran usaha 11 |- Pemberian hak baru diluar petepasan hak

*} Dalamn hal Perclehan Hak Rumah Sadarhans Sahat {Re. Sehat/RSH} sebagalmany diatur dalam keputusan Manterl Pamukintan dan Prasarana Wiayah
o .No. lII&PTSIMRm taniang peng daan par han dan p kiman dengan dukungan fasllicas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dangan
Kaputusar Mentart Famuliman dan Prassrens Wiisysh No. 20/KPTS/M/1004 dan rumiah Susun Sederheni yang ditakukan melalul Kredit Pemilikan
Rurmah barsubsidi (KPR t H] yarg panibinng! Wy U PadA paralucan Mo e Pl e A MO, BUJEH IS lantang persyaralan

Taknis Pasabangunan Rumah Susun,
Anghn 16 Diisl dangan nomar n"a";tmlm stas don atan bangunan barsangkutan

nunuiri ’ O¥al ﬂﬁll‘i pangha _. Baa Paralshan Atas Tlnuﬁ dan bangunan [BPHTE) ulnhIWI'.
o Calam ha) 35PD BRHTB digunakan untuk satoran berdasackan STPG BRHTE/SKADE Kurang Bayar/SKPBD Kurang Baysr Tambahan ssbegaimans hurf D.b atau berdasarkan huruf

D.d maka huruf C tidak periu gilsi

Angka 1  Nilad Perolehan Objek Pajak {NPOP} dils) dengan mempertimbangkan NJOP P8E dan harga transaksi/nilal pasar objek pajak. Dalam hal harga transaksi/nilal pasar
objek pajak tidak diketahui atau lebib rendab dan NJOR PBB gunakan HIOP sebagat dasar perhitungan

Angha 2 Dilsl sesual dengan besamya NPOPTRP untuk Kabupaten/Kota yang b g yang ditetapkan Kepala Daerah [informasl mengenal besarmya NPOPTKP dapat
digercieh melalul Dines Pendap Daerah Setemnpat)

Angkad  Cubup Jeles

Angka 4  Dila) dengan hasl parkadian antara NFOPKP (angka 3) dengan tarf pajak sebesar 5% (sesuai Pasal.... Perda No..... Tahun............. oo

HUAUF D {Higi dangan memberikan tanda"X" pada kotak yang sesuai dengan dasar sacrang WP melakukan satoran pajak
Hurufa.  Jlka setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C
Hurufb, Hks dilakukan Hdak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Fajak Dagrah BPHTB {STPD BRHTER), Surat Ketetapan Pajak
Daarsh BPHTA Kurang Bayar {SKPOB Kurang Bayar), stau Surat Ketatapan Pajak Daerah




PETUNIUK

PENGISISAN SSPD BPHTB

Ermule b 10 1o & {anam) suimbisd, sl st Lot s00mnin s Walil Bufak (W] ol BRH pembuyian; beralias ke diasing AT, lembm Ketign 5eims KR Kt
Iﬂﬂ PasLanahan Kabupaten/iots; Lombas kasmpat ditarimaungsl telayanan nvalghud Wil Majak (WFE Lumba kel ditannig Song yang dituijuk, dai Lambac keynam ditorinig
Bandshare Panerims
Wit £SP0 BVHTR il daingan Wurul cobak kapIal atau ikt
riAsan satu SYAD BRHTE unilul satiap savoran den sstisp jenls perolatian hak alas tanah dan/akig bengunan,

formulr Inl dapat jugs igunakan untyk pambaysran stas sustu pambatulan sthu pengunghapan k an panghitungan W,

CARA PENQISIAN:
Ot Parapaten Daacsh, dial dangan Dinaa Fand apii sty Querah yaig wilsyab karjenys malipal] Tk Lansl dan stau Bengunoan

HUHLF A Dilnt dengan dala WP
Anghas 15,8 sngka 8 Cukup Jain
HURUF ¥ {1l dangan data dan Jenis perolehen hak atas tanah dan atau bangunan - -
Angka 1 DRl dengen Nomor Objek Pajak {NOP} yang tarcanturn dalem SPRY FBO atas tanad dan atuu bangunan yaiyg barsangkulan.
Angka 2 0.4 6 DHs! dangan letak tanah dan/atau bang yang haknya dipercieh :
Angks T5.d 13 merupakan tabal untuk menghitung KIOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang hakriys dipsrolish
Padn kolorm angks 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT #BB angka 9 dan 10 saat terladinya perolehan
Oalam hal NJOP PEB belum ditetapkan/belum ada SPPT PBE angka Sdan angka 10 diisi berdasarkan surat
katerangan NJOP PEB yang ditetbitikan olwh Kapala Kantor Pelayanan PBE/KPP Pratama yang wilayah kerjanya
matput etk tanah dan burgunan slas peimobiansn Wi
Angha 14 Dilal dengen hacga transakel yang teijadihargs bansakst yang tercantum dalum Hinubaly Linlarygs/rital passs obijuk Lergell,
Angka 15 Dilal dengan kods lanis perclehan hak atas tanah dan bangunan sebagal berkut:
Yo Perulntian Kunla Jwivin Mk il b £ lak kinlm TN T T I R 1w
"* .
= Pareiilien Hak = Famasuken dalam parssroan/badan hukum lainnys . 06 |- Fetnekaran usaha 12
Il Dl 1} o Pt aline Juak yutg ngah kees goeealllis nr Limiiinh "
- Tuar AL har [+ - Pasunjukkan pamben dalan kelang 1] Fesolahian Hak Hinviali Soudriand Soliat dan Kas adldiu) KRR !.
- Hibah - 03 « Pelaksanann putusan haklm yang niampunysl kekuatan hukum bersubstdi *} i
Ttk Wanist ™ et " Patitimt b Fimk hards 16
Wil i 0% - Punggatiungan sk 1] Pt bk Dk bakitn iabispal b laniuband ple s linh b
! ' - Pefebaran usaha 11 |- Pumberion hak baru diluar pedepasan hak
*) Dalam hal Perclehan Fak Aumah Sedechana Sehat (. Sehat/RSH) sebagaimann dlatur dalam keputusan Meaies] Pamukiman dan Prasarana Witayah
B .Hn‘ Mmlnl wntang plﬂ.l“dlln perumahan dan g kiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana talah dhibah dengan
Kuputuasn Menterd Famuliman den Prisarans Wilsysh Ka, 20/KBTS/M 3004 dan rumah Susun Sederhana yang ditshukan melalul Kredit Pamiliien
Foumah barsubsidi (KPR bu’luhgml YNy POMbBANGUOAIVIYA (HANEZHEU PN PErBLUTAN Muniel el |uan L No. 6O/PH 11 Lentang persyaiatag
Taknis Pambangunan Rumah Susun.
Argke 14 Dol dengan nomor i;gllﬂkat ntas dan wiaw bangunan bersangkutan
uunu;ii Disi dnnlln pm‘hltuniln Baa Perclahan Alas Tlnnﬁ dan bangunan {BPHTA) alnhle.
B Dalam hat SSPD BPHYB digunakan untuk setorsn bardasarkan STPD BPHTB/SK# DB Kurang Sayar/SKPED Kurang Baysr Tambahan sebagalmana huruf 0.b sta berdasarkan buruf
D.d maka huruf C tidak periu diisi
Angha 1 Wital Pevolehan Objek Pajak (MPOP) dils] deng pertimbangkan NICP P2B dan harga transaksl/nilal pasar abjek pajak. Calam hal harga transaksifniial pasar
abjek pajak tidak dietahul stav kb rendah dar NJOP PBB gunakan KIOP sebiagal dasar perhitung '
Angka2  Dilsi sesual dengan basamys NPOPTKP untuk Kabupaten/Kots yang b gkutan yang ditatapkan Kepala Daerah (informasi mengenal basarnya NFOPTKP dapat
dipercleh melabui Dinss Pand Caerah Setempat)
Angka 3  Cukup belas o
Angka &  Dlisl dengan hasll perkallan antars NFOPKP {argka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% {sasual Pasal....Perda No.... Tahut.e w..n)
HURUF D izt dengan memberkan taoda™X"* pada kotak yang sesual dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf &.-  Jike satorsn skan ditskuksn sebagaimana huruf C
Wurufb.  Jika setoran dilakukan tdak manggunakan perhitungan di huruf €, tatapl menggunakan Surat Tagihan Pajak Dasrah BPHTB (STPD BPHTB), Surat Ketetapan Pajak
Daarsh BPHTE Kursng Sayar {SKPDB Kurang Bayar), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD-BPHTB )

Lembsr3

Untuk Kepala Kantor

BEUFUNGS! STDAGA) SURAT PEMBERITAHUAN ORIEX PAIAK

PAJAK BUM! DAN

BANGUNAN (SPQP PBE)

Bidang Partanahan

PENDAPATAN KELUANGAN DAN ASET KABLIFATEN SLIMBAWA

| AHATIAN: Beceiah paturjuk penglaimn pade halaman belakang lember i terieblh dahulu.

A 1. Nama'Wwalb Pajak: l | | | ] I 1 l l |
2. NPWP:
3, Alamnat Wajib Pajuk:
4, Kelurshan/Oess: b, MW b, Kecanidln
7. Kabupaten/Kota: 2. Kode Pos:
o 1 nomeronmrmmeeoeresss | 1) (1] LT (1] CLT] COLETT O
2, Letak tsnah dan stsu bangunan;
3, Kdunhogtbul: 4, RT/RW:
L] Kgc_!mnln: G habwipatenotd:
Panghltungan NJOP PBB:
Lems NI PRI S )
Uraion | Ewid Juscns bt 1k Do BOPGHAKIN 0y { DML darraensgir ke SPFT B bintean teejoitin o Lups k NJOP PBH / mt
1 v rpn e prsadetin Pk S TN v e )
‘Taneh { Bum| | miyon | 11| Hp | wacrever oy
Bangunan u m g0 | iy 12| W | P T YT T
NIP‘I ' 14 "r‘ Immuﬂ rmm;u ]J Ll
18, Jenls parclehan hak atas tanah dan atau bangunan: D] 14, Harga TransaksifNital pu'sar ; [Hu. ]
16. Nomor Sertifikat:
_!:_. Perhitungan BRHYE { Hanys dilsl berdasarkan pechitungan Walib Palak }
1. Nilai Peroishan Dbjsk Pajak [NPOP) memparhatiksn nilal pada B. 13 dan B. 14 L)
2. Nliai Percichan Objek Pajak Tidak Kena Pa]ak{ MPORTKP ) 2 > Rp.
3. Mllai Peroishan Chjek Pajak Kena Pajak { NPOPKP ) anghot-omgraz | 3 | o,
4, Bea Perolehan Hak stas Tanah dan Bangunan yang terutang Skxongkad | 4 > Rp.
D. lumiskiSétoran berdasdrican:
D 3. Penghitungan Wajib Fajak
b, STPD BPHTB / SKPDE KURANG BAYAR / SKPBD
KURANG BAYAR TAMBAHAN " Namor: Tangal:
D €. Pengurangan dihftung sendin jadl | | | % berdasarkan Peraturan KDH No:
"
JUMLAH YANG DISETDR {dengan anghka): {dengan huruf):
e [ ]
[berdozarkor periRumgon T4 dan plhan ol B}
gl MERGETAHU! DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi:
WAJIE PALAK / PENYETOR PPAT } NOTARIS TEMEPAT PEMBAYARAN BFHTHR DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
[T y0 - | R
Nama hengicag dan tands tingan Nana lenghap dan tanda tangan Hama lengkap dan tands tangan Mamia lengkap dan tanda tangan
Harya diisi oleh MNomor Dokumen: l I l | I | I I ] I I I I | [ [ |
o, ) LI
([ 00 OO0 00 10 O




D. BAGAN ALIR

Prosedur Pandaftaran Akts Pasindaban Hah stas Tanab dan/stau Bangunan ke Kepaln Kantor Pertanshan
. Kepala Kantor Bidang
Uralan Wajib Pajak Selaku Penerima Hak Pejabat Pembuat Akta Tanah Pertanahan
1. Berdaswhkan prosedu pembayaran  dan ' ) L ! ) I Anlp / |
prosedur panelitn, Wallb Pjak meneria SSP0 | | | vserens | | | | aboonms ’ g . |
BPHTB lembar 1, 2, dan 1. Wajib Fajak Ialu Pehdiirp . [ .
mambarkan S50 BPHTW obiar 7 dan 3 kepails . (Wbt 4
AT, l
SSPD-BPHTE
2. Berdasackan transaksl pembayaran PPh di T ] PO tﬂ“-‘:-mﬁ}
Kantor Pelayanan  Pajak, Wajib Pajak jugz S bl d a2 $39 Paal 4 omi2) .
menyerahkan Bukti Penerimaan S5P Pasal 4 ayat [
(2)hepada 9PAT. { ‘
'
3. PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak Atas m,:: .
fanah danfatau Bangunan, PPAT kemudian m: oz
mipkan pengajuan pendaftaran hak atas i ik I
Eia:aam peratihan hak atas tanah. #PAT Tarah rrom— !
rsip $$P0 BRHTS lembar 2. e 50 P4 ]
¥ ¥ Wz hucabu at
[ ™F]) [ Wt et .
: Ve gty - !
. PRAL myryeri bhan Akta Fomiilaban Hab Alas | | wid rabmisn | e | retes { J
Tanah danfatay Banguran, SSPD BPHTB lembar 3, 1 | ¥ Feséaeitt 1° ], |mw| T ?&fmj e
idan Bukt Penerimaan S57 Pasal 4 ayat (2] kepada | | "wwmn‘ ) J e
Kapala Kantor Bilang Partanatian. -\ C o : ) " mmﬁ...«..... | el gt
whi i \/ ; . { memparbaharugata
5. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menelaah T f LT 1 perolehan atau parakiben
pengajuan dan memperbabarul daftar perolehan/ ( 1] Hak atas Tanah
peralihan hak atas atas lanali. Kepala Kanter
Pertanahan mengarsip SSPD RAMHTE Trerra
15 Pl e {3
i Pemieiabar ek '
6. Kepada Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan mm
Ata Peminfahan Hak Atas Tanah danfatau
Bangunan dan Bukti Penerimaan 55P Pasal d ayat ;1
{2) kepada PPAT. . S —
i Menandatangani
s Aita Periceiahin
7. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak eerm - Hak ok Tangh dary
Atas Tanah danfatau flangunan PPAT kemudian " atay Aangusaz
menwerabkan Akta Pamindahan Hak Atas Tanah ; S
dan/atau Bangunan kepada Wijib Pajak. |
e = . i

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal

BUPATISUMBAWA

o

JAMALUDDIN MALIK

Lampiran 1V : Prosedur Pendaftaran






Lampiran V

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh
Bank vyang ditunjuk/Bendahara Penerimaan dalam melaporkan
penerimaan pembayaran BPHTB dal Wajib Pajak Prosedur inl jupa
meliputi proses pelaporan yang dilakukan Psjabat Pembuat Akta Tanah
atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk

Marupakan pihak yang menerima pembayman DPHTB darl Wajib

Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas

daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk:

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;

-  menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara
Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening
penerimaan kas daerah; dan

- menyiapkan Register SSPD BPHTB.

2. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsiona! yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, menysetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkén uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Dalam prosedur ini

Bendahara Khusus Penerima (BKP) berwenang dan bertugas untuk:

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui
mekanisme penyetoran tunat,

- menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;
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- menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak  melalul mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;

- menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari
Wajib Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Khusus
Penerima;

- mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan &
Penyetoran;

- menyiapkan Register STS; dan

- mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/
Waijib Pajak. '

. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tiunah dan/alau Bangunan, Dalam prosedur ini
PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

. Fungsil Pembukuan & Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi

PAD berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank NTB/

Bendahara Khusus Penerima (BKP) dan Pejabat Pembuat Akta

Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan & Pelaporan

berwenang dan bertugas untuk:

- menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Khusus
Penerima (BKP);

- menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Khusus
Penerima (BKP);

- menerima Register STS dari Bendahara Khusus Penerima (BKP},

- menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Khusus
Penerima (BKP);

- menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan dari PPAT; dan

- menyiapkan Laporan Realisasi PAD.
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C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalul Bank yang Ditunjuk
Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD
BPHTB lembar 5§ dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran
ke rekening penerimaan kas daerah,

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk
menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap
penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

kLanakah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara
Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening
penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk.
Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku
Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat
penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah §

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan

Pelaporan.

Langkah 6
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang

dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.
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C.2. Pelaporan BPHTB yang dliterima molaiul Bondahara Ponerimaan

kangkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip
SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Khusus Penerima.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan
mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran.
Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register
SSPD BPHTB. Bendahara Khusus Penerima mengarsip SSPD BPHTB

lembar 5.

Langkah 3

Sacara periodik, Bendahara Penerimaan menyampalkan Rewsler SH1°D
BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan &
Penyetoran, beseria Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan,

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang

dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penystoran,
beserta Register STS.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga
menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.
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Langkah 4

Fungsl Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tenah dan/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi PAD

Langkah 1
Berdasarkan proseduwr C.1, C.2, dun C.3, maka Fungsi Pembukuan &

Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan
Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menyusun Laporan Realisasi PAD.

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel
Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.
Contoh: Octavianus, SH, atau Birgitta, SH.
Alamat :  Alamat PPAT yang bersangkutan.
NPWP . NPWP PPAT yang bersangkutan.
Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh:
Kabupaten Pulau Tidung.
Kabupaten/Kota . Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten
Pulau Tidung.
Bulan . Bulan bersangkutan
Tahun . Tahun bersangkutan
Didalam Tabel!
Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.
Kolom 2 . Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang
bersangkutan.
Kolom 3 . Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka.
Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 — 10
- 2011.
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Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9 dan 10

Kolom 11

Kolom 12

Bentuk parbuatan hukum. Contoh. jual beli, tukar menukar,
hibah, dsb. :

Nama, alamat, dan NPWJP pihak yang
mengalthkan/memberikan. Contoh: John beralamat di Jl.
Industri Raya No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-045.000
dituiis; John (baris 1), JI. industri Raya No. 9 (baris selanjutnya),
49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara
penulisan seperti kolom 5).

Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah barsertifikat disobutkan janis, nomor
hak dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.

Hak Milik = M
- Hak Guna Usaha = U
- Hak Pakai =P

Contoh : Hak Milk No. 373/ Industri Raya terletak di
Kelurahan Kemayoran Utara

Ditulis:

- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan saluruhnya)

- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan
sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari
petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor
dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan,

Contch : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465
masa pajak tahun 1960 — 1964

Ditulis : V.I No 47/465 tahun 1960 — 1964

Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok I1.D persil 30

Ditulis : C. No. 395 Blok I.D ps.30

Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat
menyebut kelurahan/desa yang bersangkutan.

: Diisi  luas  tanah dan atau  bangunan yang
dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m? dengan bangunan lantai
dasar seluas 50 m? dan lantai satu seluas 25 m2.

Ditulis . Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

Diist harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh  : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
Ditulis  : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan
hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa
membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.

Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.
Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 ~ 0124.0/11-01

Ditulis 1 021.002.040 — 0124.0/2011 (dapat disambung ke
bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)
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Kolom 13

Dilsi NJOP sebagai dasar penganasn PBB (NJOP sebslum
dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1. Pengalthan/perclehan seluruh 1anah yang ada pada
SPPT (NJOP sebagal dasar pengenasn PBB) adalar Rp.
250.000.000

Ditulis : 250.000.000

Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan
keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100m
dan bangunan 25 m? adalah sebagian tanah atau seluas 50 m?
dan keseluruhan bangunan seluas 25 m? Diketahui NJOP
(SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m?) dan
bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m 2y, maka:

- NJOP tanah seluas 50 m? : Rp. 100.000.000

- NJOP bangunan seluas 25 m* : Rp. 50.000.000

- Total NJOP : Rp. 150.000.000
Dituiis ; 150.000.000

. Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3)

dan besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (dala diperoleh
darl pihak yang mengalihkan).

Kolom 16 dan 17 . Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3)

Kolom 18

dan besarnya pembayaran BPHTB.

Mencantumkan keadaan tansh dan bangunan vyang
diperoleh/dialihkan dengan keterangan.

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau
bangunan.

Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan
dokumen ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor
daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.

Contoh: -d.i 301/4097/11 atau
- tanggal 10 —~ 7 ~ 2011

¢. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat
dengan penerima hibah wasiat

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak

Ditulis :ayah - anak
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REGISTER S5PD BPHTB
DINAS PENDAPATAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN ANGGARAN .......

Bendahara Penerimaan :

MNo.j- - No.STS - | TGL- ' }- Kode Rekening Uraian _ Jumlah __Keterangan
Mengetahui/Menyetujui Sumbawa Besar, tanggal
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Mama Nama
NI, e ns NIP. ...







LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Bulan — e TAHUN .

1 Nama PEAT Kepada Yth.

Aamaz Kepala Dinas Pendapatan Xeuangan dan Aset

: Dieersn €arja

AKTA NAMA, ALAMAT, DAN NPWP LUAS (M%) SPPT PBB s5p SSPD BPHTB
BENTUX H
4] PIHAK YANG JENE DAN NOMOR | LETAK TANAH DAN TRANSAKSI
PERBUATAN KETERANGAN
URUT [NOMOR | TANGGAL wocon | MENGALIKAN/ ﬂ__m””“_ﬁ HAK BANGUNAN | TANAH {BANGUNANIPEROLEHAN/PENG| ™ |nop (kP TANGGaL| (RP) |TaNGGAL| (kD)
EMBERIXAN ALIHAN HAK {RP)
1 2 3 | 5 6 7 3 9 10 11 12 13 4 15 1s 17 18

P 2011
Nama PPAT

| e —-







PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

BENDAHARA PENERIMAAN
DINAS PENDAPATAN KELIANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMBAWA

Periode
: Penerimaan Penvetoran
: Kode Keterangan
:Tanggal Cara . \
Nomor : . No.Bukti lpemt Rekening Uraian Jumlah Tanggal No. 5TS Jumiah
1 2 . 3 4 5 B 7 4 9 10 11
i
Kas di Bendshara
- Saldo Awal meaemn s tar b
- Jumnlah Penerimaan
- lumlzh yang Disetorkan
Saldo Xas di Bendaharz Penerimaan eerrrerne s rasrren
Terdirt
2. Tunai Sebesar
. Bank Sebesar
¢ Lainmmya
Mengetahui/Meryetujui Sumbawa Besar, tanggal ...ceeerees
Pengguna Aggaran Bendahara Penerimaan
Nama ... ... Nama cciceneens
NIP. NIP.







D. BAGAN ALIR

Prosedur Pelaporsn
BPHTB
Pojaliat
Uralan Bank yang Bitunjuk Bendahase Penaiimaan | Pambual Akta | Funpsi Pembukusn & Pelapoan
Tansh
e e L
Dk eowbtian Now Kedt s panermosan et | o red e
BPHTE dadd Wi Pajuh. Puinbyyman 1 X W hagln hna
BhHE) :;m; fm
R Bk yeng Dduauh menpaahban Nl Ned ke l _ Feledny
Bencishars Penerimasn, R A
Y S o s, | [
B Bercesscian BSPOPPHTE lembar €, Back yang ,..,./ BPHTA Apiira UPHTD T P
Bl roalisa Hagaer SYPO-HY 16 | ek | ekt by || (bt € [ v o
. Bk g Dbk marnbarkg; SSPO-LOHTE bonar u- x 1 oo .
 dun gty SEP0-BPH T i Pk den by _ mm. '
' ww Rugisar Heryihan
panarimasn | |SSPDAPHIS ssmapum Lo
Sementsra i, Bendetan Peneimasn mensriiy L. SRR Povvas il Adla
590-BPMT bambar B et et § abw pataciiast ] T :
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0. PPAT manariva  SSPDBFHTE lambar 2 dan
menyiapkan Laporen Penactitan Alda Pamindahan Hak
to# Tanah chavalau Bangunan.

1. PPAT membariian Lapoen Fenadilan Akl
Pemiscehan Hak ais Tansh davatw Bangunan ke
i Pembukuen 5 Pelporsn,

Fungsi Pambuiruan & Pelsporan meneda doumen
pe Register SSPO-BPHTB, SSPO-EPHTE lambar 6,

Buku Paneimean & Penysioan, Regsle; STS dan
eran Pesabian Mits Pamindahan Hak atas Tanah

panbukuan 4
prsporn

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal

BUPATFSUMBAWA

0yl

JAMALUDDIN MALIK
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Lamplran.VI
PROSEDUR PENAGIHAN BPHTE

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan
proses yang dllakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan
BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD
BPHTB, tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung dan kena bungan
denda. |

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang
bayar atas SSPD BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak
dibayar oleh Wajib Pajak atau atas SKPD Kurang Bayar dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun Semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Pelayanan daalm menindakianjuti Wajib Pajak yang belum
melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh lempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki
dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajek daerah (STPD)
BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar
Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTS terutang
berdasarkan Surat tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat
Keputusan Pajak daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga
akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum
melunasi BPHTB terutang..

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :
- memeriksa SSPD BPHTB -
- menerbitkan STPD BPHTB
- menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB
- menerbitkan SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB
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C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi
Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu. memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis salah hitung, dan kena bunga/denda.

Lanakah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulig, salah
hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan DAftar
SSPD BPHTHB yang tidak/kurang bayar, salah (ulis, salah hitung, dan kons
bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip dattar tersebut.

Langkah 4
Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD

BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Waijib

Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD

BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Waijib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang

sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.
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C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar
BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi
Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Whaijib
Pajak.

Langkabh 2
Fungsi Pengaihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka

waktu S (lima) tahun semenjak diayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan
memeriksa nilai BPHTB terutang yang tecantum dalam SSPD BPHTB
tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3
Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah

berjagka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan
memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar
tersebut.
Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang
dibayar,

Langkah 4
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD

Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar tambahan (rangkap 2).

Langkah §
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar2) dan SKPD

Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

Langkah 6.
Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD

Kurang Bayar Tambahan (ilembar 1) kepada Waijib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap

SKPDB Kurang Bayar yamg telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.
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Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada
Waijib Pajak.

Langkah 9
Waijib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan

dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran
BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB / SKPD kurang Bayar /
SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungst Penagihan menyimpan :

- Daftar STPD BPHTR

- Daftar SKPD Kurang Bayar

- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau
surat ketetapan BPHTB yang mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi
dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi
BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persuasif meliputi :

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui,
maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada
Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui,
maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).
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Langkab 5

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (rangkap 2).

Lanakah €

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat teguran (lembar 1) kepada Waijib
Pajak.

Lanakah 7

Waijib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat teguran atas setiap Surat

Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan : Setelah pros‘es penerbitan Surat teguran ini, setiap pemerintah

daerah juga dihimbau untuk menatapkan paraturan hopala daotah mongea

prosedur penerbitan :

- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

- Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo,

- Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat
ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

- Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan
BPHTB oleh Wajib Pajak;

- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan
BPHTB oleh Wajib Pajak;
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Uraian

Wajb Pajak

Fungsl Penagihan

3

Tar-tasaran Fowdur pembayarsn BPHTE sesstumnya maka
~irgs Peampbas s#an mengarsp S5PD BPHTE yang tetsh ’
Sevarwat sleh daib Pajak

= rm Peggthar nemerikss s=uao SSPD BPF R yang wlah

2erangka wakety T limaj tahun Smun semenime dibayarkan oleh wajib Pajak.
e Peragivar Temaowsa nita BPHTB teruting yang tercantum

I=am S5A AT tersatat.

s ASPT WHTE ang temyata «orang bayar Fungsi Penagihan

c=natiar nenerstean Daftar SFD BRHTB vartg kurang bayar.

£ “orge Peraghar uga memernitw setiap SKPE Xurang Bayar yang

=a- cerngXa «=ktU 5 m) temun semenjak Sterbitkan. Fungsi
Sermpigr mesmee-ksz Wai BPHTE terutang yarg tercantum dalam
S Kurag Sayar tarwebut.

Lo 0T tureng Savae yang mas.h kurang bavar, Fungsi Penagihn
=Rt nenerwitian Daftar SGFD Kurang Beyar yang masih
CTWE IcAvar

r  Zermasaren dafar yang tetah dbuRt, Fungsi Fenagihan

—amarowran SKFC Surseg Bayer {rangkap 2} tan SKPD Kurang
zcr Tamshan argéap ).

=xrysi Feragher nergarsip SKPD Kurang Bayar (Lembar 2} dan
AT Korsw Separ Tarmabahan irangkap ).

= sy Peragthar nergrimkan SKPO Kurang 2ayer [lembar 1)
Zer SAPC ¢urany 3ayar Tambatan [lembar 1 «epada wajib pajak

— Zorgn Peraphar memperbabann Daftar SKPS Kurang Bayar atas

sen ST durar g Baryar yang wiah dikivimdan kepada Wajib
Hﬁ

F- 2 i Peragriar mesrperbaharul Daftar ST Kurang Bayar

Tammahar 2as setiap SAPD Krang Bayar Tarrmhan yang telah
e woads Wagl: Pajak.

r tagls Paj menerima SKPD Karang Bayar/SEPD Kurang Bayar

Tamtahar dan rescxbayacican BPHTE tenfang sexuai dengan
prascher gemhayaran BPHTR

*

Prosedur
Pemmbaryaran BPHTE

¥

Memarica pajak
terutang yang kurarg

Berdasarkan S5P0 BPHTD
dalam jangha waktu 5
[Rma} tahun semenjak

v
_w
yang luzang baa

Lemmbar 2
SKPD Kurang Bayar

L J
Dadar S5PD KuRang
Baryar yang masih
Kurang dibays

Berdasarian SEPD Kura

Bayar dalam angha wai

5 {ma) whun semeng:
diterbxtannya

Mengicimban Surat
SKPD ¥urang Bayar

lembar 1
SKPD Kurang Bayar | -

Memperbabarui
Dftar SICPD Murang
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Bagan Alir ; : Penetags- 5TFD BPH 3

Uralan Wapb Pajak Fungsi Penagihan

1. Eerdasarior arosadur pertayaras SPHTB sebelumnya
=aka Furgs Feragihan margarsip SSPD BPHTE yang telah
Zibayarkar cken Napb Paae.

2. fungsi Perasirar memericss setizp 55PD BPHTE terutang
varg tidsk"corsrg dbayy . seah tutis, salah hitung, dan
a3 bunez Sanca

3. s SSPD SRR 2 terutate saedd tdak/kurang dibayar, satzh
~iis, sala- hoang, don kéra sunga/denda maka fungsi
Fanagihas Tenersitkan Saarsr SSPD BPHTE yang tidak/corang
sibayar, saar ks, salar nioong, dan kena bunga/denda. ﬁ
rungst Perz@irar wemudar —engarsipka daftar tersebur.

Dafar SO BPHTE yang
tidak/laarang bayar, satah adis, ssiah | i
hitursg & ena bungefdendy

4. Fungsi Peraghar Tenasanmn 5TPO BPHTE berdasarkan ..IlI.!u\\\ll.llIl...

Agftar SSPT TFH 3 yarg mcankurang dibayar, salab tuds, “

siah hhre, d2n ena baresfderda. Surat Tagihan BPHTB

Sicatak rangap I #Menerbition STPD BPHYS
5. fungs Peczabar mengassokan STRD BPHTB [Lembar 2). . i

tembar 2

wi SSTPOEBPHTB
ls. Fungsi Peraginar mengerucan STPD BPHTB {lembar 1}

eapada Wl Fafai

—— ...:....uﬂ.»-ra- ..
BPHTR Mepada wajil pajak

7. fungsi Peragihem mengartmican STPD BPHTE atas
setiap Surx Tagihan yeng imah diigritnkan kepada Waypb
Fajak.

13- Wajib Pagk membavarion BPHTB tevutang menuryt STPD
EPHTE sesyas deogan prosedir pembayaran BPHTE.
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PEMERINTAH KARUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASLT

Kepada Yth,
Nama H
NOP H
Alamat
SURAT TEGURAN
NOMOE § i

Menurut tata ussha kami, hingga saat (nl Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebhagal berikut :

NOP, NO & TANGGAL STPD faneal Jatuh T Jurmlah Tungaak
Jenls Pajak Tahun Pajak BPHTB/SKPDB KURANG DAYAR/SKPDB | 1218831 8tuR TEmPa | FUMER |8 EEE
KURANG BAYAR |AMBAHAN {*} simiayaran Ak )
himlath )

I*] Corat yang tidek pariu

{dengan huruf)

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah
NOMQr....... Tahtr......... tentang Penaglhan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar

melunasi Jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 {dua puluh satu}

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kamil,

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN
PENERBITAN SURAT PAKSA.

PERHATIAN
[rAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 {DUA KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
PULUH SATL) ) HARI SETELAH TANGGAL SURAT Pemerintah Kabupaten Sumbawa
TEGURAN NI

NIP.
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fDaftar Surat Teguran §

PEMERINTAHAM KABUPATEN SUMBAWA

EAINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET

DAFTAR SURAT TEGURAN
TAHUN.....ceieee
NAMA DAN ALAMAT WP, LETAX TANGGAL JATUH | PAJAK YANG KURANG DI BAYAR DENDASSANKS]
Mo. | P, YAMG DITERBITKAN SURAT JENIS PAJAK TAHUN PAIAK | NOP, NG & TANGGAL SURAT TEGURAN i
TEMPO (Rp) ADMINISTRASI (Rp)
TEGURAN
i 2 3 4 5 6 7 8
i
1
.m
’
}
|Daftar Surat Paksaan
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PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMBAWA,
DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET

Daftar SSPD BPHTB
yang kurang dibayar
DAN ALAMAT WP LETAK
NAMA ET. NOMOR &TANGGAL *ZNERBITAN PAJAK YANG KURANG DI SANKSI PAJAK YANG MASIH
NO TANAH DAN/ATAU SSPD BPHTS BAYAR (Rp)| ADMINISTRAS! (Rp) HARUS DIBAYAR (Rp) KETERANGAN
BANGUNAN,NOP PBB > P P 445
1 2 3 4 5 5] 7

Fungsi Pelayanan
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Baftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar

Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar

PEMIERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PEXDAPATAN KEUANGAN DAN ASET

Daftar SSPD BPHTB

yang tidak/x.rang dibayzs, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

: NAMA DAN ALAMAT WP LETAX PAIAK YANG KURANG DI PAJAK YANG MASIH

_. NGGAL PENERET

NS TANAH DAN/ATAU NOMOR mwwvo s AN BAYAR >cg=”m_“”w_m_ (rp)| HARUS DIBAYAR (Rp) | KETERANGAN
BANGUNAN,NOP P38 . (Rp) P a5

E 2 3 4 5 6 7

Fungsi Pelayanan

NIP
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STPD BPHTH

PEMERINTAN KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
BEA PERCLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor Tahun ¢

T!mal Penarhitan

lumiat pajak yang terutang yang masih harus dibayar

Letak Objek Pajak
Kabupaten
Kecamatan
Desa/Kelurzhan
Algmat

NOP; NPWP :

Perincian Pajak yang Terutang

! fpjak yang terutang menurut SSPO RPHTO/SKPIY Kuring Dayat Tambaluin *) Ry
Tahun
. Tetah dibayar tanggal Rp.
3. Nniurnngan Rp. o
4_Jumish yang dapat diperhitungkan {angka 2 + angks 3) R £
5. ﬁEk yang kurang bayar {angka 1 - angka 4) Rp.
6. Denda administrasi 2% x 24 bylan x Rp. {angka 5) Ro.
7. Pejuk yang terutang berdasarkan putusan BPSP dukurang  angka 1 Rp.
8. Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7) Rp.
Tanggal Jatuh Tempo : Tempat Pembayaran :
PERHATIAN : Sumbawa Besar, 2011
1, Surat Taglhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepaia Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset

(STP BPHTE Inl harus dulunasl paling lambat satu (1) bulan
sajak tanggal diterima

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak
belum dilunasl, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan
dengan penerbitan Surat Paksaan, pelaksanaan sita, dan
lelang. PO OO,

Lampiran V! - Penagihan
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Bagan Alir 3 : Penetapan Surat Teguran

Uraian Wagb Pajak Fungsi Penagihan
1. Bercaserkan Frossz.- >2-e'zcen SLEL Tageia BPHTE/ T ——
SKPD farang Bave VIM3T Curang Basa Tambahan, fungsi Procedus Fenetapan STAD o
Penagran Menyr 2 - _ SPHTR/SHPT Kurang Bayer Setama 7 {tujub) J
- D STPO B Turmshan Bari sejak saat jatuh
- Drafrar SHPD Koromg Sawar 5 LEmpo
- D SEPD s e Eavay Tirmdahze P pembayaran,
Cengw TengguT=Er tpar-taftar Wbyt fungsi refiputi:
Paragian mernsc . oSl eetetagan 3PHTS yang akan o Moiekuian pendeiaten A - Menghubungi Y
mencaatt jatuh Te—oc snahw,n.ﬁ"s.e wajib pajak melalui
telpon
- Mengirimkan
2 Setam—= T Iwwh T te 3 @t o, Fungs penagihan Treatujul Surat
—angn CUNE B 3. sendeaian pehvas kepada Pemberitahuan dan
T SHaK agH —womas IR T A30E magh tanutang.

fl Himbauan ..\

1 feteat Fimait. Tz le3A BTN 12700, Aty sermintaan

permbapmcan pajak e d

Cem - AEan P A TRGIHT SHE Serars Tengangsur oleh Fregar gRur
W S T3k yeg DT, Taka Tungsi Penasinan terus
FEELKIN peIeEny Tarnas’ wetada Wak Pajak agar

s 3T g mash leriEny

Trdak disetujui
4. Sawmias Tivanon: - sk @k Brpg, 3 sermintaan Mhoes bitkan
e AN BOu TE—IINGOM G4 AR TENgRNESUr Okeh Surdt Teparan

"Wawe Smyak 202 Trie Ysetupsd, maka fungs Sanagiban
rerarsitian Sorer Tapiran frergiac 24,

. Zurgm denagrac ~ecgzeeg Sur3C Teguran itambar 2} |
5 rER FenagTEr TargERE Sural g rambar 2} o
6 Fung Fanagiar ~oape maen Sure Tegusan jlembar 1)

caoEta WET PE

tembar}

Surat Taguran

7. Was Fajak mereres Surdt Teguran

8. Fungs Peraghan —=—cebahani Daftar Surat Teguran atas Daftar
seting Surst Tegurar ang dikirmien kepads Waiib Pajak Surat Tegian

Lamoran V1 - Fanagihan

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tangga

BUAAY! SUMBAWA

0 e JAMALUDDIN MALIK
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Lampiran Vi
PROSEDUR PENGURANGAN DAN KERINGANAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan dan keringanan BPHTB merupakan proses
yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan
persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan dan keringanan
BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah
dan memeriksa pengajuan pengurangan dan keringanan berdasarkan
dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan dan keringanan sendiri dilakukan berdasar
Peraturan Kepala Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori
pengurangan dan keringanan untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur
ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang

memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan dan
keringanan atas BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB
yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan
pengurangan dan keringanan BPHTB

- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB

- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan
Data & Informasi

- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan dan
Keringanan BPHTB atau Surat Keputusan Pengurangan dan
Keringanan BPHTB.
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3. Fungsi Pengolahan Data & Informasl
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menyimpan dan mengelola dafabase lorkail objul pajuk, dan

- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan dan Keringanan
BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan
dan keringanan, dan Salinan Surat Ketetapan BPHIB kepada Fungsi
Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan dan
keringanan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima
Pengajuan Pengurangan dan Keringanan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan dan
keringanan. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian
mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form

Pengajuan Data.

Langkah 4
Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi

Pengolahan Data & informasi.

Langkah §
Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data.

Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek

pajak dari Database Objek Pajak.

Langkah 6
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data

dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data

(yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.
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Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan dan
keringanan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain
itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang
diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Pearaturan Kepala Daerah.

Langkah 9
Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:;

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan dan Keringanan BPHTB (untuk
yang ditolak) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan dan Keringanan BPHTB (untuk yang
disetujui).

Langkeh 10

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Lanagkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan
dan Keringanan BPHTB (bagi vang ditolak) atau Surat Keputusan
Pengurangan dan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Waijib
Pajak.

Langkah 12
Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran

sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN SUMBAWA

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN SUMBAWA

Membaca : Surat permohonan pengurangan dan keringanan Bea Hak Atas
Tanah deany Dungunean oy PRI
Nomor : tanggal

............................

Menimbang:a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan dan
keringanan Bea PerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan yang
terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan :

Nomor
Tanggal ..o,

b. bahwa terdapatitidak terdapat*) cukup alasan untuk
mengurangkan dan meringankan besarnya Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan yang terutang;

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Nomor ...... Tahun ..... tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Peraturan Bupati Nomor ........ Tahun ...... tentang pemberian
Pengurangan dan Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan. KEPUTUSAN KL:PALA DINAS PLNDAPPATAN KLUANGAN DAN
ASET KABUPATEN  SUMBAWA  TENTANG  PEMOURIAN
PENGURANGAN DAN KERINGANAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak
permohonan pengurangan dan keringanan Baa Pearolehan MHak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Waijib
Pajak: |
Nama Wajib Pajak

Letak Objek Pajak
Tahun BPHTBH

Atas perolehan hak atas tanah dan/ bangunannya dengan :

Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/
Dokumen lainnya**) :

- Nomor

............................................................................
...............................................................................
............................................................................

............................................................................

KEDUA  : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah

sebagai berikut :
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a. BPHTB terutang

Rp.civiiieiien
b. Besarnya Pengurangan (................. )
BRois i,
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar
Rp. ..o
(BEDBSAr . ...
........ )

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana meastinya.
KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak:
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas
Pendapatah Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa.
Ditatapkan di
Padatanggal .............................

Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset
Kabupaten Sumbawa

................................................

*) coret yang tidak perlu
**) diisi sesuai keperluan
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D. BAGAN ALIR

Penatepan Surat Keputusan Pengurangan SPHTR
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Fergaranga BPHTE fsagl wng dieetufcl} bepada Waflb Papk.
12 Wab Mjsk meneina wet betetapan BPHTE dan

r
Prosedur

malakukan panbavicsh svml dengan prowedur pemlt
BPHTR.

EKTE

Y

Ditetapkan

di Sumbawa Besar

Pada tanggal

BUP

SUMBAWA

JAMALUDDIN MALIK
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